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Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...
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Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun

2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN KUTAI TIMUR

SMART CITY.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...
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2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun.

5. Masterplan Kutai Timur Smart City adalah dokumen perencanaan strategis

pembangunan smart city Kutai Timur yang disusun oleh tim teknis dengan

mengacu kepada dokumen RPJPMDdan RPJPD.

Pasal2

Pengaturan Masterplan Kutai Timur Smart City bertujuan untuk:

a. memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program;

b. pembangunan Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan

pembangunan;

c. menetapkan panduan perencanaan pengembangan Kutai Timur Smart City

berdasarkan framework yaitu Smart Governance, Smart Ecorwmy, Smart

Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment;

d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan

e. mengimplementasikan program quick win Kutai Timur Smart City.

BABII

RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Masterplan Kutai Timur Smart City, meliputi:

a. sistematika;

b. visi; dan

c. sasaran.

BAB III ...
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BAB III

SISTEMATlKA

Pasal4

(1) Masterplan Kutai Timur Smart City disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BUKUI : Analisa Strategis Smart City Kabupaten Kutai Timur;

BUKU II : Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Timur;

BUKUIII : Latar Belakang Smart City.

(2) Uraian rincian Masterplan Kutai Timur Smart City sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

VISI

Pasal5

Visi Masterplan Kutai Timur Smart City yaitu "TERWUJUDNYA KUTAI TIMUR

TERCINTAYANGBERDAYASAINGDANMANDIRI".

BABV

SASARAN

Pasal6

Sasaran Masterplan Kutai Timur Smart City meliputi:

a. meningkatnya kualitas layanan publik;

b. meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;

c. meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi;

d. meningkatnya kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat;

e. meningkatnya persentase pendapatan asli daerah;

f. berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi;

g. berkembangnya ...
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g. berkembangnya promosi budaya dan pariwisata;

h. terintegrasinya sistem informasi;

1. meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan;

J. meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan;

k. meningkatnya penggunaan pengendali dan pengaman lalu lintas;

1. meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang;

m. meningkatnya cakupan layanan kesehatan; dan

n. meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

padatanggal 11 Desember 2018

IMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENKUTAITIMUR,

KABUPATENKUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 61
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ANALISIS STRATEGIS SMART CITY
KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Pengantar

Kabupaten Kutai Timur secara geografis terletak pada 115° 56'26" - 118°58'19" Bujur

Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39 lintang Utara. 115°58'26"-118°58'19" Bujur Timur

dan 0°02'11" Lintang Selatan -1°52'39" lintang Utara. Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan

2 kabupaten dan 1 kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten

Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Selain berbatasan dengan wilayah daratan Kabupaten Kutai

Timur juga dianugerahi dengan berbatasan langsung dengan lautan. Lengkapnya adalah sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara

b. Sebelah Selatan:

Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay
(Kabupaten Berau)
Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang) dan
Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan
Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)

c. Sebelah Timur:
d. Sebelah Barat:

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang cukup strategis bagi perekonomian karena

posisi ini mendukung interaksi wilayah-wilayah desa/kecamatan di Kabupaten Timur dengan

wilayah luar, tidak hanya dalam skala provinsi akan tetapi nasional bahkan intemasional. Potensi

dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang

menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) - Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I

- Ibu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde I) - Kabupaten Penajam Paser Utara -

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi

tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan

kedalam Kabupaten Kutai Timur.
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b. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai sekitar 200 km,

terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut

Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (AlKI) II, sehingga

posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut

internasional.

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran berdasarkan Undang-

undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi

11 keeamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai TImur Nomor 12 Tahun 2005

dimekarkan lagi menjadi 18 keeamatan, 2 kelurahan dan 133 desa. luas wilayah Kabupaten Kutai

Tlrnur sebesar 35.747,50 km2 atau sekitar 24% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Kutai Timur memiliki topografi yang bervariasi, yakni dataran landai (46%),

perbukitan (16%), pegunungan (30%) dan lainnya (8%). Seluas 536.212,5 Ha merupakan dataran

landai yang terdiri atas daratan, rawa dan perairan umum (sungai dan danau). Terdapat 9 buah

gunung di Kabupaten Kutai Timur dimana gunung tertinggi adalah Gunung Menyapa dengan

ketinggian meneapai 2000 m.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan diatas 15 %,

dengan total luas wilayah 2.516.233 Ha (76.37% dari total luas lahan). Wilayah dengan

kelerengan di atas 40 % tersebar diseluruh wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut

dengan ketinggian lebih 500 m di atas permukaan laut. Wilayah dengan karakteristik topografi

ini termasuk dalam kategori lahan kritis yang rawan erosi tanah. Daerah yang berbatasan dengan

Kabupaten Berau pada Keeamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Anealong merupakan

daerah pegunungan kapur. Kawasan ini eoeok untuk pengembangan pertanian tertentu seperti

jati dan karet. Wilayah dengan daerah pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas

yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.9222,5 Ha. Kawasan dengan kelerengan dibawah 15% « 2-15)

merupakan kawasan yang relatif datar dan landai, dengan luas 778.686 Ha (23,63 %). Kawasan

ini terdapat di Keeamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Anealong dan sebagian Muara Wahau

dan Sangkulirang. Kawasan ini sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal permukiman dan

pertanian, industri berat, pengembangan tanaman keras dan kawasan prioritas untuk
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pengembangan lapangan terbang. Wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten

mempunyai ketinggian antara 0-7 m diatas permukaan laut. Wilayah ini mempunyai sifat

kelerengan datar, mudah tergenang rawa dan merupakan daerah endapan. Panjang garis pantai

adalah 162 km.

Penduduk (Sumber Daya Manusia) juga merupakan salah satu faktor yang menentukan

dalam keberhasilan pembangunan. Selain itu, Sumber daya manusia /jumlah penduduk yang

besar dengan pertumbuhan yang tinggi akan menjadi beban bagi suatu negara untuk memenuhi

kebutuhan dasar penduduknya (Siagian, 2001). Oleh karen a itu, dengan menelaah dan

menganalisis komposisi penduduk, maka permasalahan dapat dideteksi dan diberikan solusi

pemecahannya.

Jumlah perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun terakhir dapat

dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel1. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta Kepadatan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017

1 Jumlah Jiwa 554.751 412.698 413.508 415.553 418.625
Penduduk

2 Pertambahan
Jumlah Jiwa 27.028 (142.053) 810 2.045 3.072
Penduduk

3 Pertumbuhan
(%) (25,61)

Penduduk
5,12 0,20 0,49 0,73

4 Kepadatan Jiwa/
Penduduk km2 15,52 11,55 11,56 11,62 11,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sebanyak 418.625 jiwa mengalami

peningkatan sebanyak 3.072 jiwa dari tahun 2016 sebanyak 415.553 jiwa atau mengalami pertumbuhan

sebesar OJ3 persen.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada

tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2017 persebaran penduduk di

Kabupaten Kutai Timur masih didominasi tiga kecamatan yakni Kecamatan Sangatta Utara (28,89 persen),

Kecamatan Bengalon (10,18 persen), dan Kecamatan Sangatta Selatan (7,54 persen).
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Tabel2 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013-2017

1 Muara Ancalong 3,40 3,75 3,18 3,14 3,20

2 Busang 1,42 1,47 1,33 1,49 1,48

3 Long Mesangat 1,77 1,79 1,75 1,85 1,80

4 Muara Wahau 6,69 6,45 7,34 6,36 6,69

5 Telen 2,34 2,35 2,43 2,80 2,74

6 Kongbeng 5,65 6,10 5,53 6,74 6,79

7 Muara Bengkal 3,82 4,02 4,04 3,33 3,39

8 Batu Ampar 1,42 1,44 1,47 1,74 1,76

9 Sangatta Utara 31,58 31,56 30,91 28,84 28,89

10 Bengalon 9,52 9,50 9,38 10,37 10,18

11 Teluk Pandan 5,46 4,54 4,16 3,97 3,86

12 Sangatta Selatan 7,96 8,09 8,32 7,56 7,54

13 Rantau Pulung 2,27 2,21 2,44 2,64 2,63

14 Kaliorang 3,17 3,16 3,26 3,48 3,45

15 Kaubun 2,86 3,05 3,26 3,78 3,76

16 Sangkulirang 4,84 4,98 3,55 5,49 5,47

17 Karangan 3,41 3,17 2,69 3,50 3,43

18 Sandaran 2,42 2,35 4,96 2,92 2,93

Jumlah (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
--

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten KutaiTimur Tahun 2018

Persebaran jumlah penduduk bila tidak dikelola maka akan berdampak pada arah

pembangunan. Pembangunan akan senantiasa berfokus pada penerima manfaat terbanyak yaitu

penduduk yang paling banyak pada suatu wilayah. Maka lazim bila akhirnya yang terjadi adala h

pembangunan terus berpusat pada wilayah yang penduduknya paling banyak. Sementara

wilayah dengan jumlah penduduk yang sedikit menjadi bukan prioritas pertama. Kondisi ini akan

memancing penduduk pada kawasan yang tidak diprioritaskan ke wilayah dengan prioritas

pembangunan. Tidak dapat ditawar lagi bahwa pembangunan harus dilakukan merata di semua

kawasan, agar penduduk di kawasan yang sudah padat, tidak akan semakin bertambah,

sedangkan penduduk di wilayah yang kurang padat akan semakin berkurang.
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Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara masih mendominasi persebaran penduduk di

Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibukota

kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC).

Sementara itu, Kabupaten Bengalon juga terus mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan

pembukaan pertambangan batubara di Bengalon.

label 3 Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai limur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2017

1 0-4 28.220 20.371 30.006 22.322 20.195

2 5-9 52.675 40.301 50.233 43.805 43.506
3 10-14 51.850 40.310 49.937 40.471 41.215
4 15-19 43.454 34.784 34.786 34.893 36.567
5 20-24 56.832 38.806 36.581 38.976 37.199

6 25- 29 66.460 43.956 41.907 45.496 44.144

7 30-34 65.875 45.176 41.645 45.009 45.129

8 35-39 53.648 39.832 36.001 40.323 41.130

9 40-44 43.079 32.720 28.937 32.130 32.803

10 45-49 32.846 26.096 22.573 26.101 26.954

11 50-54 21.930 17.949 15.209 17.251 18.792

12 55-59 15.084 13.353 10.781 11.956 12.529

13 60-64 10.342 7.996 6.345 7.260 7.960

14 65-69 5.758 5.065 3.867 4.612 5.036

15 70-74 3.388 2.999 2.263 2.485 2.665
16 75+ 3.310 2.984 2.026 2.463 2.832

Jumlah 554.751 412.698 413.097 415.553 418.625
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017, tampak jumlah penduduk Kabupaten Kutai

Timur terbanyak berada pada kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 45.129 jiwa, kemudian

diikuti kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 44.144 jiwa dan selanjutnya umur 5-9 tahun

sebanyak 43.506 jiwa. Komposisi ini menunjukkan adanya potensi dan sekaligus tantangan bagi

Kabupaten Kutai Timur dengan adanya jumlah pendud uk usia produktif yang paling banyak.

Pendekatan berdasarkan keagamaan ataupun berdasarkan kearifan lokal tidak jarang akan

mempermudah penyelesaian suatu masalah. Program-program pembangunan juga bisa didekati

dengan pendekatan secara spiritual ataupun psikologi. Tokoh-tokoh agama bisa memerankan
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peranan penting dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan

data 3 tahun terakhir maka penduduk di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi oleh pemeluk

agama Islam 81,32%, kemudian Protestan lO,3S%, Katholik 7,GS, Hindu O,G4%,Budha 0,04%,

Kong Hu-CuO,Ol%, dan lainnya.

Penduduk Kabupaten Kutai Timur, selain beragam dalam agama juga beragam dalam suku

dan Bahasa. Berbagai suku ada di kabupaten Kutai Timur, bahkan suku dari luar negeri juga

menetap di Kabupaten Kutai Timur, seperti Tabel 4.

Tabel 4 Jenis Suku Bangsa dan Bahasa yang tingal di Kabupaten Kutai Timur

No Suku Bangsa Bahasa
1.

2.

3.

Suku Dayak
a. Dayak Kenyah Umaq Tau
b. Dayak Kenyah Umaq Jalan
c. Dayak Umaq Alim
d. Dayak Umaq Baga
e. Dayak Umaq Basan
f. Dayak Lapo Kulit
g. Dayak Lapo Bakung
h. Dayak Lapo Timai
i. Dayak Lapo Ke
j. Dayak Lapo Ngibun
Suku Kutai
a. Kutai Sangatta
b. Kutai Bengalon
c. Kutai Muara Ancalong
d. Kutai Muara
Suku Banjar
a. Banjar Kelua
b. Banjar Amuntai
c. Banjar Peringin
d.Ba~arKandangan
e. Banjar Berabai

Bahasa Dayak dipergunakan untuk komunikasi
lokal di daerah pedalaman Kutai Timur
menurut etnis masing-masing suku dan untuk
berkomunikasi secara nasional menggunakan
bahasa
Indonesia

Bahasa Kutai dipergunakan untuk komunikasi
lokal yang berda di daerah menu rut etrnis
masingmasing.

Bahasa Banjar dipergunakan untuk komunikasi
lokal menurut masingmasing etnis.

6
BUKUI ANALISISSTRATEGISSMARTCITYDAERAHKABUPATENKUTAITIMUR



Lanjutan Tabel 4.

No Suku Bangsa Bahasa
4. suku Bugis

a. Bugis Pinrang
b. Bugis Makassar
c. Bugis Bone
d. Bugis Wajo
e. Toraja
f. Manado
g. Mandar

Bahasa Bugis digunakan untuk komunikasi
lokal sesuai dengan etnis masing-masing
kelompok suku.

5. Suku Pendatang Indonesia
a. Suku Jawa
b. Suku Sunda
c. Suku Batak
d. Suku Bali
e. suku Madura
f. Suku Butun
g. Suku Irian
h. dll,

Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Batak, dan
lain-lain sesuai dengan masing-masing etnis

6. SukuPenda~ngLuarNegeH
a. Suku (ina
b. Suku Korea
c. Suku Amerika
d. Suku Perancis
e.SukuJepang
f. Suku Arab, DII

Sumber: 8appeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Bahasa Inggris, Bahasa (ina, Bahasa Arab dan
lain-lain sesuai dengan masing -masing suku
kebangsaan.

Kecamatan pemekaran yang menjadi wilayah perencanaan merupakan kawasan yang

berkembang berdasarkan karakteristiknya masing-masing, seperti Kecamatan Muara Ancalong

dan Muara Bengkal yang dulunya berkembang di sepanjang Sungai Kelinjau. Sedangkan,

Kecamatan Sangkulirang merupakan kecamatan yang lebih dikenal terlebih dahulu dari pada

Ibukota Kabupaten Sangatta karena posisi geografisnya di kawasan pesisir pantai yang

memudahkan transaksi barang dan jasa lebih mudah. Tetapi seiring dengan perkembangan

sistem ekonomi dan perubahan sistem kegiatan di Kabupaten Kutai Timur, karakteristik yang ada

tersebut mengalami penggeseran sehingga menciptakan klaster-klaster perkembangan.

Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Potensi masing-masing kawasan perencanan di 18 kecamatan pemekaran Kabupaten
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No Uraian Potensi

1. Muara Ancalong Terdapat potensi perkebunan sawit
(Ibukota Kecamatan: Kelinjau Ulu
dan Kelinjau Ilir)

2. Busang Memiliki potensi pertanian tanaman pangan dengan
komoditas padi ladang

Sektor Perkebunan dengan komoditas utama coklat, jeruk,
dan pisang

Terdapat potensi bahan gal ian dan tambang berupa emas dan
besi

3. Long Mesangat Sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah petani,
(Ibukota Kecamatan: Sumber Sari) dengan komoditi pada umumnya adalah: Padi, Kacang,

Jagung.

Pada umumnya masyarakat transmigrasi terdiri dari suku
yang berasal dari Indonesia Timur, Bali, Jawa, dan Sunda yang
memiliki budaya bertani dan bercocok tanam.

Potensi perikanan yang terdapat di desa Melan dan Sumber
Sari (komoditi ikan Patin) di Sungai Long Mesangat bantuan
merupakan salah satu program dari Pemkab.

4. Muara Wahau Terdapat perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, coklat

Memiliki hamparan dominan yang landai (0-7%) dengan
ketinggian yang variatif antara 0 - 1000 dpl dan pegunungan
kapur sehingga sangat kondusif untuk pengembangan

perkebunan jati dan karet.
S. Telen Merniliki perkebunan produktif dengan komoditas utama

kelapa sawit dan coklat

Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki
kandungan logam mulia berupa emas

6. Kongbeng Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas

utama padi

Memiliki sektor perkebunan yang cukup potensial berupa

perkebunan kelapa, coklat, lada, karet, kelapa sawit
Sektor Peternakan dengan komoditas sapi

Tabel 5. Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kutai Timur
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Lanjutan Tabel 5
No Uraian Potensi

7. Muara Bengkal (Ibukota Danau keeil di Benua Baru sebagai potensi sumber air baku
Keeamatan: Muara Bengkal Ulu) dan sudah terdapat jaringan air bersih yang intake PDAM-nya

berasal dari danau tersebut.

Potensi perkebunan yang besar mengundang inves-tasi
seperti Telen Prima Sawit (milik Haji Gunung putra daerah

yang berasal dari Muara Bengkal).

Potensi perikanan dengan jenis komoditi Ikan: Pipija, Baong,
Saleh, Patin, Jelawat, Ikan Betutu (orientasi ekspor

berdasarkan survei wawaneara).
8. Batu Ampar {Ibukota Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang eukup luas untuk

Keeamatan: Batu Timbau) sentra produksi hutan.
9. Sangatta Utara KPC (Kaltim Prima Coal) sebagai perusahaan tambang

terbesar di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan
'kota mandiri' di Kawasan Perkotaan Sangatta merupakan
potensi sebagai pusat pertumbuhan khususnya dalam sektor
perdagangan dan jasa.

Memiliki kawasan pariwisata lokal di Tanjung Sangatta yang
dapat dikembangkan sebagai wisata pantai dan wisata pesisir.

Sungai Sangatta sebagai sumber air baku untuk memenuhi
kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan.

10. Bengalon Potensi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsat dan

Keraitan serta perkebunan Kakao di Desa Sekerat

11. Teluk Pandan (Ibukota Memiliki potensi pertanian dengan komoditi padi sawah,
Keeamatan: Teluk Pandan) pisang, dan eokelat.

Komoditi unggulan yang sedang dan akan dikembangkan oleh
keeamatan ini adalah: Jeruk Martadinata, Pinili, Nenas, Salak

12. Rantau Pulung (Ibukota Memiliki potensi pertanian karena pad a umumnya
Keeamatan: Margo Mulyo) masyarakatnya adalah transmigran yang sudah terlatih untuk

membudidayakan lahan pertaniannya (sawah tadah hujan
dan buah-buahan)
Mernilikl kandungan tambang batu bara.
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Lanjutan Tabel 5

No Uraian Potensi

14. Kaliorang Terdapat perkebunan dengan komoditas andalan kelapa,
coklat, kopi dan pisang

Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi
salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik
dengan komoditas perikanan tangkap

Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging

Kabupaten Kutai Timur

Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum serta pasir
kuarsa

15. Sangkulirang (Ibukota Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk

Kecamatan: Benua Baru produksi perikanan laut dan outlet barang sekabupaten.
Ulu)

Potensi perikanan laut saat ini yang cukup besar dengan
komoditi adalah udang lobster

16. Sandaran Memiliki potensi perkebunan dengan komoditas utama
kelapa, pisang, coklat, lada
Menjadi salah satu wilayah sentra produksi sayur mayor

Dengan posisi wilayah yang terletak di pesisir, potensi
perikanan menjadi potensi yang cukup potensial baik tambak,
kolam ataupun perikanan tangkap

17. Kaubun (Ibukota Potensi perkebunan sawit saat ini pengelolaannya masih
Kecamatan: Bumi Etam) didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.

Didominasi oleh masyarakat transmigrasi yang terlatih untuk
bertani dan berkebun sehingga memudahkan untuk
pengembangan program pertanian.

18. Karangan (Ibukota Sungai sebagai potensi air baku untuk keperluan sehari-hari.
Kecamatan: Karangan Dalam)

Memiliki lahan hutan dan perkebunan yang cukup luas yang

dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan rnilik

perusahaan.
Potensi unggulan untuk perkebunannya yaitu perkebunan

kelapa sawit, tambang batu bara yang saat ini sudah mulai
eksplorasi, pariwisatanya yaitu wisata air panas (desa mukti
lestari) dan goa kelelawar, walet serta terdapat air panas dan
air terjun (desa pangadan dan karangan hilir).

Sumber : Bapedda,2017
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Berdasarkan pertimbangan potensi permintaan hasll produksi wilayah Kabupaten Kutai

Timur, baik internal maupun eksternal, khususnya produksi yang berbasis sumberdaya yang

dapat diperbaharui, adalah hasil produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan

peternakan yang berada di kawasan budidaya. Kawasan budidaya mencakup kawasan

pemukiman perkotaan dan perdesaan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan,

perkebunan, hutan produksi perindustrian, pertambangan, pariwisata, kawasan Hankam dan

kawasan lainnya. Kabupaten Kutai Timur memlltkl potensi pengembangan beberapa kawasan

yang meliputi :

1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi 2 bagian

yaitu kawasan budidaya tanaman pangan lahan basah dan kawasan budidaya tanaman pangan

lahan kering. Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan

lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur

tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di sebagian besar

wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan

kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang

ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara

Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi

dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan

Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman

pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam

pemenuhan kebutuhan dalam hngkup naslonal,

Kegiatan budidaya pertanian lahan basah dan food estate merupakan lahan sawah, baik

yang beririgasi teknis, setengah teknis, maupun irigasi perdesaan yang telah diusahakan secara

intensif. Kawasan lahan pertanian diharapkan dapat tetap dipertahankan dalam rangka

ketahanan pangan dan ketahanan budaya. Kawasan budidaya pertanian lahan basah di wilayah

perencanaan selain dikembangkan untuk produksi pangan juga diarahkan sebagai kawasan

penyangga (buffer zone) untuk menjaga kualitas lingkungan dalam bentuk jalur hijau atau ruang
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terbuka hijau.

Kawasan budidaya pertanian lahan basah terutama yang telah terlayani jaringan irigasi

merupakan kawasan yang tetap dipertahankan dengan meminimasi alih fungsi ke kegiatan

budidaya lainnya. lahan food estate yang merupakan areal lahan pertanian pangan

berkelanjutan dicadangkan di 4 (empat) kecamatan yaitu Busang, Karangan, Muara Ancalong dan

Sandaran dengan luas 63.202,78 ha, sementara itu lahan pertanian pangan direncanakan seluas

lebih kurang 107.755,37 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan semusim dan atau

tanaman tahunan yang dicirikan pengelolaannya relatif tidak memerlukan air irigasi.

2) Kawasan Perkebunan

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir telah

menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya

luas areal, produksi dan produktivitas. Komoditas yang banyak dikembangkan dalam perkebunan

rakyat antara lain kakao, karet, lada, dan kelapa sawit.

Kawasan perkebunan di kawasan perencanaan yang makin dekat ke pusat-pusat kegiatan

dan merupakan potensi pengembangan kawasan perkotaan. Kebijaksanaan pengelolaan

kawasan perkebunan meliputi: a) Pengembangan kegiatan lahan perkebunan diupayakan untuk

meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini, b) Pemanfaatan lahan perkebunan untuk

sistem tumpang sari dengan kegiatan budidaya pertanian lahan kering, c) Pemilihan jenis

komoditi unggulan sesuai dengan potensi lahan, d) Pengembangan lahan perkebunan pada

lahan-Iahan yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan melalui intensifikasi dan

pemilihan teknologi tepat guna.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada 16 (enam belas) kecamatan

yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Rantau Pulung, Bengalon, Muara Bengkal, Muara Ancalong,

long Mesangat, Busang, Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Batu Ampar, Kaliorang, Sangkulirang,

Kaubun, Karangan dan Sandaran.
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3) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan tangkap adaah kawasan bagi kegiatan memperoleh ikan di perairan

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,

mengolah, dan atau mengawetkannya. Kawasan pengembangan perikanan tangkap di

Kabupaten Kutai Timur diarahkan dan dibagi dalam tiga jalur dengan klasifikasi area dan

peralatan.

Sementara itu kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan bagi

kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan seta memanen hasilnya dalam

lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kriteria

penetapan kawasan perikanan budidaya meliputi: a) Perairan laut pasang surut yang terlindung

pasir, kerakal dan atau berbatu, b) Perairan lautyang semi terlindung dan atau perairan yang

terlindung dari aksi gelombang ekstrim, c) Oi luar kawasan pelabuhan dan atau jalur pelayaran,

d) Salinitas air relatif konstan dalam kisaran normal air laut, e) Aksesibilitas kawasan mudah

dicapai, dekat pemukiman masyarakat pesisir dan tidak dalam pengaruh oeh air limbah, f)

Perairan laut di luar zona inti kawasan perlin dungan, g) Perairan laut di luar areal terumbu karang

dan Padang Lamun, h) Kualitas air memenuhi baku mutu air laut untuk budidaya ikan.

Sedangkan kawasan budidaya laut yang direncanakan dikembangkan berada di perairan laut

Kecamatan Sangatta Selatan berupa budidaya perikanan tangkap laut dan budidaya rumput laut.

5) Kawasan Pertambangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mempertahankan kawasan lin dung yang ada.

Kawasan pertambangan yang ada saat ini sangat dimungkinkan menjadi kawasan lindung di masa

yang akan datang. Oleh karena itu upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan bekas

pertambangan menjadi keharusan agar tidak terjadi kerusakan ekologis yang sangat serius dan

berdampak fatal dikemudian hari.

Kawasan pertambangan, dimana produksi yang dlhasllkan oleh sektor ini memiliki peran

penting dalam peningkatan perekonomian regional Kutai Timur. Produksi tambang yang
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dihasilkan oleh beberapa perusahaan lokal, nasional dan internasional diharapkan mampu

menjadi penggerak utama (prime mover) bagi perekonomian Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi

potensi peruntukan kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang kabupaten tahun 2015-

2035 berdasarkan ijin konsesi pertambangan sebagai kawasan tambang sebagian besar masih

dalam proses Feasibility Study yang lebih lanjut untuk kesesuaian lahannya. Ijin konsesi kawasan

yang memiliki potensi pertambangan di Kabupaten Kutai TImur memiliki luas sebesar lebih

kurang 1.602.653 Ha.

6) Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial menciptakanPendapatan Asli Daerah

(PAD) serta mampu memberikan multiplier effect bagi berkembangnya sektor-sektor terkait,

seperti pertanian (bunga, buah, perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah

makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Sehingga

berkembangnya sektor ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat,

terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata.

Kekayaan alami di Kabupaten Kutai Timur sepertu hutan, pantai, goa merupakan aset

berharga yang potensial untuk dikembangkan. Kondisi alam Kabupaten Kutai Timur menawarkan

ragam produk wisata yang dapat dikembangkan, antara lain Geowisata (lokasi Karst

Sangkulirang-Gua Pengadan), Wisata Pantai (beberapa lokasi yang berada di zona Sangatta),

Wisata Bahari (pulau Birah-Birahan), Ekowisata (berbagai lokasi di Taman Nasional Kutai), Wisata

Budaya Tradisional (desa tempat suku Dayak Wehea bermukim), Wisata Pendidikan dan

Penelitian (Gua Pengadan, DesaAdat, Penelitian Orang Utan di Mentoko), Keunggulan daya tarik

wisata, lukisan-Iukisan berupa gambar negatif cap tangan tiga susun, perhiasan, peralatan,

patung bahkan guci-guci China dan hewan yang ditemukan pada lokasi gua di Kawasan Pengadan

sejauh ini merupakan satu-satunya gua alami di Indonesia yang memiliki peninggalan pra sejarah.

Kegiatan yang dikembangkan dengan fungsi untuk mendukung kegiatan pariwisata ini

adalah: a) Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan

penyuluhan, b) Peningkatan promosi obyek wisata, penataan dan pengembangan terhadap

obyek-obyek wisata yang ada sehingga lebih representatif.
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7) Kawasan Pemukiman

Kawasan pemukiman di Kabupaten Kutai Timur mencakup kawasan pemukiman perkotaan

dan kawasan pemukiman perdesaan. Kebijakan pengembangan permukiman pedesaan

dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga

kerja dan peningkatan pendapatan. Sejalan dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan

antara sentra produksi dengan pusat pemasarannya sehingga dapat saling menunjang sistem

perwilayahan. Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Kutai Timur direncanakan lebih

kurang 70.588,63 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan kawasan permukiman perkotaan terletak di 3 (tiga) Kecamatan antara lain:

Kecamatan Sangatta Utara sebagai pusat kegiatan wilayah dan sentra pemerintahan di

Kabupaten Kutai TImur dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar dialokasikan

ruang lebih kurang 9.766,6 ha. Sedangkan Kecamatan Sangatta Selatan yang juga merupakan

bagian dari pusat kegiatan wilayah, perencanaan permukiman perkotaan lebih kurang 1.755,28

ha cukup relevan mengingat Kecamatan Sangatta Selatan didalamnya meliputi areal Taman

Nasional Kutai. Permukiman perkotaan lainnya yang direncanakan di Kabupaten Kutai Timur

berada di Kecamatan Kaliorang sebagai perwujudan dari konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM),

yang dialokasikan seluas lebih kurang 126,04 ha.

B. Analisa Masa Depan
Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi

sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama

subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan pendukung utama

perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Oominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya

peranan pertambangan batubara tahun 2013-2017 antara 81 persen dari total PORB AOHB

Kabupaten Kutai Timur dengan migas dan batubara.

Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas dalam periode tahun 2013 hingga tahun 2017

cenderung mengalami penurunan dari 4,10 persen tahun 2013 menjadi lA9 persen (angka
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sangat sementara) pada tahun 2017, tanpa migas dari tahun 2013 sebesar 4,13 persen menjadi

1,51 persen (angka sangat sementara) pada tahun 2017, serta tanpa migas dan batubara dari

tahun 2013 sebesar 4,54 persen menjadi 2,93 persen (angka sangat sementara) padatahun 2017.
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Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara relatif sangat keeil. Hal ini

menunjukan potensi batubara, masih merupakan sektor tambang yang diunggulkan di

Kabupaten Kutai Timur dan sebaliknya sektor migas dan sektor lainnya belum

memberikan kontribusi yang besar dalam PDRBKabupaten Kutai Timur. Kondisi ini harus

menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar sektor lainnya yang

berpotensi dapat dikelola seeara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya

terhadap PDRB khususnya sektor pertanian yang merupakan fokus Visi Misi Kepala

Daerah terpilih.

100000000,000
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80000000,000

70000000,000

60000000,000

50000000,000

40000000,000

30000000,000

20000000,000

10000000,000

ii Dengan Migas ii Tanpa Migas Tanpa Migas & Batubara

Sumber: BPSProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2018

Gambar 1. PORB Atas Oasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017

Gambar 1 dan 2 menunjukkan dominannya peranan sektor migas dan

pertambangan (batubara) terhadap pembentukan PDRBKabupaten Kutai Timur. Kondisi

seperti ini kurang menguntungkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini

eukup lemah seeara struktural, dalam artian terdapat ketergantungan yang tinggi dari

PDRB terhadap hasil tam bang tidak terbaharukan yaitu batubara hingga rata-rata 81

persen. Situasi PDRBseperti ini memerlukan kebijakan maupun langkah strategis dalam

upaya melepaskan seeara bertahap dari ketergantungan terhadap subsektor

18
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pertambangan khususnya dari batubara.
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2013 2014 2015 2016 2017
Dengan Migas 80730971,60 83597148,80 84707482,110 83795053,740 85044067,940

Tanpa Migas 80346062,60 83227493,80 84348324,350 83445708,60 84706681,230

Tanpa Migas & Batubara 17004088,0 17978326,30 18491713,40 18750494,620 19300658,660

Dengan Migas • Tanpa Migas WTanpa Migas & Batubara

Sumber: BPSProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2018

Gambar 1. PORB Atas Oasar Harga Konstan Tahun 2013-2017

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari PDRBberdasarkan 17

sektor usaha. Sektor usaha ini mencerminkan disbribusi kontribusi masing-masing

sektor pada total perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertambangan dan

penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada perekonomian

Kabupaten Kutai Timur, walau sektor ini sendiri sedang mengalami penurunan.

Kontribusi sektor ini terhadap PDRBKabupaten Kutai Timur adalah sebesar 85,13 persen

pada tahun 2013, turun menjadi 78,56 persen pada tahun 2017. Hal yang sebaliknya

terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Sektor ini

memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pertambangan dan Penggalian.

Kontribusi sektor ini sebesar 5,83 persen pada tahun 2013, kemudian naik menjadi

8,82persen pada tahun 2017. Sektor lain yang kontribusinya diatas 1 persen pada tahun

19
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2017 adalah Pertambangan dan Penggalian (3,09 persen); Konstruksi (2,42 persen);

Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,96 persen); Transportasi dan Pergudangan (1,26

persen); Pertanahan dan Jaminan Sosial (1,26 persen) dan JasaPendidikan (1,23 persen).
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PDRBADHB jika ditinjau menurut lapangan usaha selama periode 2012-2017

menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi

dengan rata-rata kontribusi sebesar 82,21 persen. Namun perkembangan tahunan

justru menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2012 kontribusinya sebesar

85,09 persen menjadi 78,74 persen pada tahun 2016. Sementara itu, sektor

pertanian perkembangan kontribusinya cukup baik yakni dari tahun 2012 sebesar

6,06 persen menjadi 8,53 persen pada tahun 2016. Rata-rata kontribusi selama

periode 2012-2016 menunjukkan urutan yang paling tinggi adalah sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 82,21 persen, sektor pertanian sebesar

7,25 persen, sektor industri dan pengolahan 2,50 persen, konstruksi 2,18 persen

dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,71 persen. Sedangkan 12 sektor

lainnya masih dibawah 1 persen.

0%

Pengadaan Listrik dan Industri Pengolahan
3%

Perdagangan, Hotel &
Restoran

2%

Jasa Pendidikan
1%

Jasa Kesehatan
dan Kegiatan

Sosial
....-0%

Jasa
Lainnya

Administrasi
Pemerintahan,

Pertahanan dan

Real Estate
0",(;

Pertanian, Kehutanan,
Perikanan

8%

Jasa Perusahaan
0"10

Keuangan
0"/0

Sumber: BPSKabupaten Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)

Gambar 2 Rata-rata Oistribusi PORB Atas Oasar Harga Berlaku Oengan Migas
dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017
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A. PORB Per Kapita

PDRB Per Kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan

oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Selain itu dalam batas

tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian

tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Besaran nilai PDRB per kapita dapat

menjadi ukuran terhadap tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun angka

tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai tolok ukur.

PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2013-2017 yang

dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada

tahun tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menurut angka estimasi. Data

PDRBperkapita yang dipisahkan antara PDRBdengan migas dan PDRBtanpa migas

dan batubara. PDRBPerkapita dengan migas mengalami peningkatan pada tahun

2016 sebesar Rp 94,92 juta mejadi Rp 97,06 juta pada tahun 2017. Demikian juga

pada PDRBPerkapita Tanpa Migas juga mengalami peningkatan dari Rp94,53 juta

tahun 2016 menjadi Rp 96,73 juta tahun 2017. Sementara itu, PDRBTanpa Migas

dan Batubara juga meningkat dari sebesar Rp 26,58 juta tahun 2016 menjadi Rp

28,26 juta pada tahun 2017.

Tabel 8. PORB Perkapita Atas Oasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013-2017 (juta rupah)

2013

2014

201Sa)

2016b)

2017

334,49

316,08

292,06

94,92

97,06

290,72

94,53

·96,73

67,77

76,65

77,31

26,58

28,26

Sumber: BPSKabupaten Kutai Timur Tahun 2018
Keterangan:a) Angka sangat sementara BPSKab. Kutai TimurTahun 2016
b) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 8 di atas bahwa PDRBPerkapita Atas Dasar Harga Berlaku
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Dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara mengalami fluktuatif,

terutama pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan.

Perkembangan PDRB ADHB Perkapita dengan migas, tanpa migas dan

batubara tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

2017

2016

2015

2014

2013

o 50 100 150 200 250 300 350 400

2013 2014 2015 2016 2017

I Dengan Migas 334,49 316,08 292,06 095 097

I Tanpa Migas & Batubara 67,77 76,65 77,31 027 028

Sumber: BPSProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Keterangan: *) Angka sementara BPSProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

**) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai TimurTahun 2016

Gambar 3 PORB Perkapita Atas Oasar Harga Berlaku
Tahun 2013- 2017 (juta rupiah)

C. ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Tingkat kesiapan yaitu suatu pengukuran sistematis yang mendukung penilaian

kematangan atau kesiapan dari suatu kota. Pengertian "kesiapan" menunjukkan

adanya kemungkinan perbedaan antara "siap", "belum slap" dan "tidak slap" -nya

suatu kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa

kesiapan berasal dari kata dasar "siap" yang memiliki arti "sudah sedia",

Bagaimana Membangun Kesiapan Menjadi Smart City? Kesiapan smart cityterlihat

dari kesiapan :

a. struktur yang meliputi

kemampuan anggaran.

kesiapan SDM, kemampuan birokrasi dan
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b. Infrastruktur yang meliputi Kesiapan Infrastruktur, fisik, TIK dan sosial

c. Superstruktur yang meliputi kesiapan kebijakan (Peraturan Daerah,

Kelembagaan dan Pelaksanaan

1. Struktur

a. Sumber Daya Manusia

Kompeteni sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam

peningkatan kapasitas suatu daerah. Kapasitas sumber daya manusia merupakan

suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu terkait dengan pengetahuan,

skill, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan kegiatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai

Timur pada tahun 2017 sebanyak 418.625

jiwa mengalami peningkatan sebanyak 3.072

jiwa dari tahun 2016 sebanyak 415.553 jiwa

atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,73

persen. Persentase ASN yang ada di

kabupaten Kutai Timur adalah sampai SD 11 "'.,,,_,=,,._.~ c"Vi_'<"'Y<»'n

%, SLTP1 %, SMA/sederajat 24%, Diploma III 2 %, Diploma 111/Sarjana Muda 11%

.~Iom.lI,1

T~~i
Sarj;Il3/Il'1lctorIPlul

dan Sarjana/Doktor/Phd 61%.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kutai Timur Pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi pada Tahun 2017 sebanyak 1.789 pekerja yang terdiri dari 1.263

pencari kerja lakilaki dan 526 pencari kerja perempuan. Proporsi terbesar pencari

kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan

terakhir SMK yaitu sebanyak 771 pencari kerja, sementara yang paling sedikit

adalah pencari kerja dengan pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar yaitu

4 pencari kerja. Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor pertanian

merupakan sektor yang memiliki jumlah pekerja terbanyak di tahun 2016 yaitu

sebanyak 50.184 pekerja. Angka pengangguran di kabupaten Kutai Timur pada

tahun 2016 sebanyak 6.998 orang. Sebanyak 4.695 penganggur adalah laki-Iaki
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dan sisanya sebanyak 2.303 penganggur adalah perempuan. Pengangguran

dengan latar belakang pendidikan SMA adalah yang terbanyak yaitu 1.914 orang

sedangkan yang paling sedikit adalah pengangguran dengan latar belakang

pendidikan diploma III, sebanyak 196 orang.

Tabel 9 CapaianIndikator FokusSumber OayaManusia
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017

Tahun
Indikator Satuan

2013 2014 2015 2016 2017

(1) 1 (3) (4) t (5) (6) (7)

Rasia lulusan 51/52/53 I -- I I2.024 470 na Na na

I I I
I

Rasia ketergantungan J 38,03 ! 49,10 I na 39 ; 38

5umber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur Tahun 2018

Oari segi pendidikan Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam

pembangunan, selain sebagi obyek pembangunan juga sebagai subyek

pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas

dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan

peningkatan pendapatan masyarakat.

,
pa:ISU2nti~idi

d>i!r.!h

Manusia didapatkan bahwa
Anatisa SDM Daerah

Oari hasil analisa Sumber Oaya

Kerllalr.anantar
keh:mpo~ \Y3rg3

datom satu t1)t.l"n

KormllG minat

baGrlhol:t;.iikrsra'
didaa-ah

70
. on .;,

Kant.C'lit3s
peogeneang

perartSlGth..nakTIK
dt~=:r:oh

Ksmanandan
ketertibandcl~

""" 11)''''''n

Kebel"3tEan ~tan:LP
~ .... p' did~

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

mempunyai komitmen yang tinggi

terhadap peningkatan SOM dengan

keberadaan 2 perguruan tinggi (STIPER

Kutai Timur dan STAI Sangatta) yang

mil3(ar3kat terhedap

p~lil'&raa'\
miliC!:!umurTL

Gambar 4. Analisa SDM Daerah

sepenuhnya merupakan beasiswa

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

bagi putra-putri Indonesia. Selain itu disediakan beasiswa dari SO,SMP, SMA dan

Perguruan Tinggi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum mengembangkan perangkat

lunak di daerah. Sedikitnya komunitas pengembang perangkat lunak TIK di daerah

dan keberadaan start up di daerah serta komunitas minatjbakatjhobi/kreatif di
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daerah. Namun dari sisi kerukunan antar kelompok agama cukup balk, keamanan

dan ketertiban dalam satu tahun juga baik hanya saja masih perlu ditingkatkan

edukasi pada masyarakat agar lebih perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas

umum.

b. Manajerial

Dari hasil assesment dinyatakan I

bahwa komposisi pegawai berusia

antara 25-40 tahun cukup baik. Hal i

ini merupakan peluang untuk

Pemerintah Kabupaten mendorong

Analisa Sumber Oaya Pemerintah

~p~a:ti.:r;;¥.~
~lHen;

JO
(~~IJ.V.\.!f,111

a;ia~
60·

[oomS!i~~~~IB
t~iPerJ:l(ltalfr\U

£'Tp.!f!'/!~,ill~

Ketersediaan komputer (PC dan

Laptop) juga memadai, hanya saja
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ps:'".eJU1d3eP.h

lS~ia'Ye¥tr~
<i«~zta:i!:lJlll"!l:hma

~31'Cal'a"i

mereka menguasai TIK.
!~~'H.r<iwr:lllerl={!
l!:tq;~I~~j\::~~"1':Cl
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perlu dukungan terhadap
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ketersediaan Lan/WAN di setiap l_~ --.~_~ ~ _

kantor, ketersediaan jaringan
Gambar 5. Analisa SDM Pemerintah

broadband acces, peningkatan SDM pegawai dengan latar belakang pendidikan

ilmu komputer/teknik informatika dan relawan TIK di daerah.

c. Kapital

Perkembangan pendapatan daerah menggambarkan kinerja Pendapatan

Daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun (2012-2017) dapat

dllihat pada TabelS dibawah ini. Realisasi pendapatan daerah berfluktuasi dengan

rata-rata pertumbuhan sebesar minus 1,66 persen selama kurun waktu tahun

2012-2017. Penurunan ini sebenarnya bersifat fluktuatif atas semua unsur-unsur

pendapatan daerah, yaitu: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan

yang Sah. Selain itu, pada tahun 2015-2017 mulai terjadi penurunan pendapatan

daerah secara beruntun yang memengaruhi rata-rata pertumbuhan daerah.

Secara lebih detil dapat dilihat komposisi pendapatan daerah berikut:
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1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuasi dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 69,18 persen. Jumlah yang paling besar terutama

terjadi pada tahun 2016 pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Secara umum, semua unsur PAD berfluktuasi (pajak daerah, retribusi

daerah, daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang

sah). Kenaikan komponen PAD menunjukkan hasil yang cukup efektif atas

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, khususnya pajak daerah

mendominasi kontribusi terhadap PAD. Hal ini juga dapat merupakan

indikasi tumbuhnya ekonomi daerah, karena meningkatnya pajak daerah

berarti telah terjadi peningkatan pendapatan dunia usaha di daerah.

2) Realisasi penerimaan dana perimbangan berfluktuasi dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar minus 5,39 persen pada kurun waktu tahun 2012-

2017. Kenaikan ini karena pengaruh unsur dana bagi hasil bukan pajak

(sumber daya alam), DAU yang cenderung meningkat hingga tahun 2014

namun mengalami penurunan pada tahun 2015, tahun 2016 meningkat

kembali. Sedangkan OAK menurun pada tahun 2013 dibandingkan tahun

sebelumnya, selanjutnya meningkat hingga tahun 2016. Dana bagi hasil

pajak mengalami penurunan dengan rata-rata minus 10,05 persen.

Kenaikan dana bagi hasil bukan pajak menggambarkan meningkatnya

pendapatan yang berasal dari utilisasi sumberdaya alam yang dialokasikan

ke Kabupaten Kutai Timur.

3) Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami rata-rata

pertumbuhan sebesar 11,65 persen. Hal ini karena pada tahun 2016 terjadi

penurunan pendapatan akibat ekonomi global yang melemah yang

berimplikasi pada kondisi ekonomi Kalimantan Timur.
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Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2017 masih

lambat. Pada tahun 2012, jumlah total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai

Rp2.654,35 miliar, menurun menjadi Rp2.311,76 miliar pada tahun 2017. Kabupaten Kutai Timur

sangat tergantung pada batubara yang dipengaruhi kondisi perekonomian global. Hal inilah yang

menjadikan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun terakhir mengalami

fluktuasi akibat pengaruh perekonomian global yang melemah yang berdampak bagi Kabupaten

Kutai Timur. Gambaran perkembangan Pendapatan Daerah dan rata-rata pertumbuhan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:

3307,460003213 95000
, 3122,66000

020%3500,000

3
3000,000

2654,35000

2500,000 =

-
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1500,000 =
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======
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,000 ~
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~ PendapatanDaereh -Pertumbuhan (%)

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)

Gambar 6. Grafik Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya
Tahun 2012-2017 (dalam miliar rupiah)
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Berdasarkan Assesment Pemerintah Kabupaten Kutai Timur program pembangunan

untuk mendorong smart city telah dimulai, pada tahun 2019 nanti telah dianggarkan persiapan

infrastruktur untuk mendukung smart city.
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2. Infrastruktur

a. Fisik

Hasil

Infrastruktur

Analisa Kapasitas Keuangan
xcmoossr Pendeceten Asli

Daerah tethadap Total
Pendapatan Oaerah
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pendanaan pembangunan
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50
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Gambar 7. Analisa Kapasitas Keuangan

Analisa kesiapan
Analisa Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Daerah menyatakan

belum memenuhi kebutuhan akan

terutama panjang

persentase sarana
prasatClina pe-layanan

kesehetan dalam kondiS~ -
balkinfrastru ktu r

pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per

jalan

Persentase ~ana
prasarana pendidikan ~_--

dafam kondisi ba:k

kabupaten

panjang jalan beraspal dan

baik.

Sedangkan

pelayanan

pendidikan.

dalam kondisi Adanya kewesan '
perbelanjaan untuk

kegiatan perdagangan
mesvarakat

Pe rsentese jejan

kabupaten/Kota delem
kcndesl bail<.
70.

60
Pe rse ntase panjang
pedestriiY) (fasilitas

pejalan kaki) per panjane:

;alan beraspat

50.·

40

30

20

10

--e-~~~-~
pe rsentese lampu jalan
yang berfungs ideng en

bag.

sarana prasarana
eerseotase rambu dan
petunjuk ja2n daten

kondist baik

31

kesehatan, sarana

_-
Adanya kewesan

perkaotcren untuk
kegteten bisnis

Gambar 8. Analisa Kesiapan Infrastruktur Daerah



b. Digital

Analisa Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah
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Gambar 9. Analisa Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

c. Sosial

Analisa Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah
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Gambar 10. Analisa Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan

akan media informasi menjadi mutlak

diperlukan. Dengan adanya media informasi,

maka berita/informasi dalam berbagai aspek

kehidupan dalam masyarakat akan dapat

tersampaikan dengan cepat. Melalui media,

informasi yang akan disampaikan akan lebih

efektif dan lebih cepat.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur telah siap menyediakan infrastruktur

sosial daerah berupa perpustakaan daerah

dan adanya aula/bala di tingkat kelurahan

atau desa. Untuk menyempurnakannya

perlu dukungan ruang Terbuka Publik di

tingkat RW dan didirikannya puat-pusat

kegiatan belajar masyarakat di tingkat

kelurahan/desa.

3. Suprastruktur

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Keputusan Bupati tentang Dewan Smart

City Daerah dan Tim Pelaksana Smart City Daerah. Kedepannya akan dibuat Peraturan Bupati

tentang Master Plan Smart City Daerah. Namun demikian visi pembangunan smart city daerah

telah selaras dengan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur.
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Analisa Kesiapan Kebijakan Daerah
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Gambar 11. Analisa Kesiapan Kebijakan Daerah dan kesiapan

Kabupaten Kutai Timur telah memiliki

Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah tahun 2016-2021 dan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2015-2035,

yang telah dikuatkan dengan peraturan

daerah. Di dalam RPJPtelah menempatkan

smart city sebagai bagian dari pembangunan

berkelanjutan. Beberapa kebijakan dapat

menjadi arahan strategi dan program

pembangunan kota dalam jangka menengah

dan jangka panjang.

a. Peraturan Perundangan

Dalam memastikan sarana, prasarana dan infrastruktur pembangunan agar terbangun

dengan baik, telah diterbitkan:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur ...

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

10) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150);

34



15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4815);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;

24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

25) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 1);

26) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

27) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun

2009 Nomor 3);

28) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran

29) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai

Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);

30) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor4);

31} Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035
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b. Kelembagaan

Dinas Kominfo dalam melaksanaan fungsi pengelolaan ekosistem Smart City di Kabupaten

Kutai Timur, telah membentuk perangkat pendukung yang dibutuhkan, yaitu Dewan Smart City,

Tim Pelaksana Smart City, dan Forum Smart City.

Dalam kaitannya dengan kesiapan SDM
Analisa Kesiapan SDM Kelembagaan Daerah

kelembagaan daerah, sudah terdapat struktur

organisasi khusus yang menangani

Adanya Oe'A'iIlSmiYt C<':y

Oatran
70

yang berkompeten. Meskipun masih
Adanya Trn Pelaksatlc

Smirl City Daerah

pengembangan e-Government (program

integrasi) dengan ketersediaan SDM bidang TIK

menunjukkan kelemahan dari sisi belum

adanya ketetapan SOP dan tata pamong

sebagai tim pelaksana smart city di setiap OPD,

namun akan dipenuhi dalam waktu dekat.

Ad&'lya SO?Smrt cty

Deeran

c. Implementasi

Informasi yang didapat oleh masyarakat tidak hanya melalui media cetak, namun juga

melalui televisi. Dalam era milenial ini, masyarakat juga mendapatkan informasi melalui internet,

yang bisa menampilkan berbagai informasi tanpa mengenal jarak, ruang dan waktu. Terlebih

internet sekarang sudah bisa diakses dengan menggunakan Hand Phone atau telepon genggam

yang memungkinkan perkembangan informasi lebih pesat.

Di ibukota Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, telah terpasang Sentral Telepon Otomat

(STO)untuk melayani kebutuhan dasar telekomunikasi, bisnis dan aktifitas lainnya. Selain itu juga

dapat dilakukan komunikasi jarak jauh dengan jaringan komunikasi selular: Telkomsel, Indosat,

XL Axiata serta jaringan lainnya. Adapun jumlah menara telekomunikasi tahun 2015 di Kutai

Timur yang tercatat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai

Timur dapat dilihat pada tabel 9.
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Tabel 9 Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

No Pemilik Jumlah No Pemilik Jumlah Menara
Menara

1. PT. XL-Axiata, Tbk 8 4. PT. Daya Mitra Telekomunikasi 9
(Mitratel)

2. PT. Indosat, Tbk 30 s. PT. Tower Bersama Group (TBG) 20

3. PT. Protei indo 13 6. PT. Telkomsel, Tbk SO

7. PT. Solusi Tunas Pratama 14

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnjormatika Kabuptiten Kutai Tlmur Tahun 2016

D. ANALISA GAP

Kekuatan

1. Pertambangan

- Di Kutai Timur terdapat banyak perusahaan tambang bahkan PT.KPCmerupakan perusahaan

tambang kelas dunia.

-Secara ekonomi (pendapatan daerah) apabila terdapat banyak perusahaan besar, maka akan

berdampak pada peningkatan PADdari sektor pertambangan.

2. Pertanian

-Sektor pertanian berkembang merata di 18 Kecamatan.

3. Perkebunan

- Perkebunan menuju tahap hilirisasi (Singkong gajah, maloy, kakao, rumput laut)

-Tersebarnya lahan tanaman kelapa sawit di 18 Kecamatan

4. Perikanan

- Budidaya perikanan berbagai jenis ikan di wilayah Kutai Timur cukup potensial.

s. Pariwisata

- Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak potensi untuk pengembangan objek wisata kelas

dunia.

6. Kabupaten Kutai Timur mernillki fasilitas pelabuhan umum dan Kawasan Ekonomi Khusus

Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEKMBTK) yang didukung oleh program-program nasional

7. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung pembangunan sarana dan prasarana

transportasi.
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Kelemahan

1. Sumberdaya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui sangat terbatas, berpotensi

menyebabkan munculnya masalah soial (contoh : pemutusan tenaga kerja dan lainnya).

2. Reklamasi pasca belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pengelolaan pertanian

khususnya petanian hortikultura belum maksimal.

3. Pemanfaatan limbah hasil pertanian sebagai sumber energi alternatif belum optimal.

4. Manajemen persampahan belum dilaksanakan secara optimal.

S. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perkulakan nasional lebih

permisif.

6. Belum adanya kebijakan yang mangatur tentang sistem jual beli online (online trading

system)

7. Pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap kecamatan, meliputi Jalan, jaringan

komunikasi, fasilitas kesehatan, sarana air bersih, dan jaringan listrik belum memadai.

8. Pola pikir masyarakat yang belum memahami konsep penerapan smart city

9. Penyebaran penduduk yang tidak merata, menjadikan layanan masyarakat tidak optimal

Peluang

1. Keberadaan pelabuhan barang dan penumpang serta rencana pembangunan bendara di kota

Bontang.

2. Ekspansi (perluasan) sistem transportasi online

3. Kesempatan keikutsertaan Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai event seni budaya di luar

Kabupaten Kutai Timur sangat terbuka.

4. Penerapan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat untuk perijinan investasi melalui OSS

mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kutai Timur.

5. Keberadaan infrastruktur jaringan Fiber Optik bawah laut akan mendorong pemanfaatan dan

pengembangan leT di Kabupaten Kutai Timur.

6. Pengembangan Industri Petrokimia Bontang mendorong kesempatan penyerapan tenaga

kerja di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
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Ancaman

1. Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat terhadap dampak penurunan APBD Kabupaten Kutai Timur

yang akan menyebabkan dukungan penganggaran untuk program smart city menjadi

terbatas.

2. Ancaman dari peredaran narkoba ke wilayah Kabupaten Kutai Timur.

3. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat melalui regulasi yang berdampak pada dinamika

pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

4. Adanya migrasi penduduk yang masuk ke Wilayah Kutai Timur.

5. Invasi waralaba ke wilayah Kabupaten Kutai Timur yang menjadi kompetitor bagi pengusaha

local.

6. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang penetapan tarif dasar energi yang selalu dinamis.
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Strategi

Bidang Ekonomi :

1. Mengoptimalkan peluang perdangangan dalam negeri dan ekspor komoditi Kutai Timur

2. Meningkatkan akses pemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan eksisting di

Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol

3. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan

pariwisata

4. Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui pola kemitraan

dagang antara pengusaha lokal dan nasional

5. Pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui sebagai alternatif sumber energy

Bidang Pariwisata :

1. Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai event, introduksi terhadap situs-situs

budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana

2. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan

pariwisata

3. Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk memperkenalkan dan

mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timur secara online/digital

Bidang Kebijakan :

1. Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan pelabuhan

umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi daerah

2. Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan

Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif

Bidang Infrastruktur :

1. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana tranportasi dan

membuat regulasi terkait ekspansi sistem transportasi online
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2. Peningkatan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk pelabuhan

dan transportasi darat

Bidang Sosial :

1. Mengoptimalkan peran bisnis di luar Sektor Pertambangan untuk mengantisipasi

munculnya masalah sosial pasca berakhirnya konsesi tambang

2. Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan di bidang

transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan sosialisasi

E. Analisis Visi Pembangunan Smart City

Analisis Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Setiap periode kepemimpinan kepala daerah harus merumuskan visi pembangunan daerah

yang bersangkutan, demikian juga dengan Kabupaten Kutai Timur. Rumusan visi menggambarkan

kondisi yang ingin dicapai pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Adapun visi pembangunan

Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2021 adalah "Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur

Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri". Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya

pihak pemerintah daerah saja melainkan seluruh stakeholder Kabupaten Kutai Timur dituntut

untuk berperan serta dalam mewujudkan visi tersebut.

Pernyataan visi Kabupaten Kutai Timur terbentuk dalam satu kalimat yang mengandung

tiga kata kunci, yaitu kemandirian, agribisnis, dan agroindustri. Paparan dari ketiga kata kunci

ini dijabarkan pada bagian dibawah ini.

Kemandirian dalam pengertian ini bukanlah dalam pengertian absolut, tetapi adalah

sikap dan kepercayaan diri sebagai unsur tatanan dalam mengatasi persoalan sendiri

berdasarkan kapasitas dan potensi lokal awal yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut,

maka Kemandirian lokal sesungguhnya adalah suatu konsepsi pendekatan yang menyadari

perlunya kemandirian masyarakat sebagai pilar utama dalam pembangunan. Kegiatan

pembangunan bukan sesuatu yang bersifat deterministik akan tetapi suatu kegiatan

pemberdayaan yang memberikan kompetensi masyarakat membangun sesuai karakter dan

potensi khas masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera. Konsepsi
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Kemandirian lokal, menempatkan masyarakat (terutama perdesaan) sebagai pelaku

pembangunan. Masyarakat bukan lagi sebagai obyek serta memberikan peluang dan kompetensi

daerah mengatasi masalahnya sendiri berdasarkan potensi dan komponen karakteristiknya

(agama, budaya, nilai-nilai dan norma). Kemandirian daerah tidak hanya ditandai oleh

kemampuan keuangan daerah maupun kemampuan ekonomi masyarakat.

Kemandirian dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti kemampuan untukterus

maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan

dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah

lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam Membangun kemandirian ini

mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah. Kemandirian ini tercermin antara lain

pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan

kebutuhan dan kemajuan pembangunan, ketahanan ekonomi wilayah yang disertai dengan

ketahanan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, kemampuan

aparatur pemerintah dan aparatur penengak hukum dalam menjalankan tugasnya, terus

meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumber daya lokal

sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari daerah lain, serta kemampuan

membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya,

baik di sektor hulu maupun di hilir. Agribisnis harus dipandang sebagai rangkaian kegiatan

ekonomi yang utuh sehingga selain sebagai upaya penjaminan penyediaan pangan juga sensistif

terhadap dinamika pasar, teknologi dan permodalan. Dengan perkataan lain, adalah cara

pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis

mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan

bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.

Agribisnis dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti adanya berbagai bisnis

komoditas pangan utama maupun ungggulan, baik produksi, pengolahan, dan pemasarannya

yang diharapkan berdaya saing tinggi dibanding dengan daerah lainnya sebagai andalan

pembangunan pertanian dan perdesaan yang berkelanjutan. Peran strategis pengembangan

agribisnis diutamakan menjaga ketahanan dan penyediaan bahan pangan. Selain itu agribisnis
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tersebut juga berperan dalam mewujudkan pemerataan partisipasi dan distribusi hasil

pembangunan berbasis sumberdaya dan tenaga kerja perdesaan. Agribisnis yang tercipta di

Kabupaten Kutai Timur akan diarahkan menjadi pondasi pembangunan agroindustri yang

berkelanjutan di masa yang akan datang.

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku,

merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian,

agroindustri merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara produksi,

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk

pertanian.

Agroindustri dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti pemanfaatan hasil-hasil

pertanian unggulan dalam arti luas dan sumberdaya lainnya secara optimal untuk menciptakan

nilai tam bah dan daya saing serta menciptakan lapangan kerja produktif bagi masyarakat.

Agroindustri di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap

perkembangan ekonomi daerah secara umum dan khususnya ekonomi masyarakat perdesaan.

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur perlu dijabarkan menjadi rumusan misi untuk

memudahkan tahapan pembangunan selanjutnya. Rumusan misi menggambarkan the reasonjor

being atau tugas Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pembangunan serta wujud dan

peruntukan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan visi pembangunan, Kabupaten Kutai Timur merumuskan lima misi sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri.

3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.

4. Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik

dan lebih sehat bagi kehidupan man usia.

S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada

pelayanan publik.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut diimplementasikan ke dalam RPJM :
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Secara lebih detail, makna misi daerah tersebut tertuang dalam RPJMsebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa

Misi ini bermakna mempersiapkan sumberdaya manusia Kabupaten Kutai Timur

berkualitas yang bercirikan keimanan dan ketaqwaan, tangguh, bermartabat dan

berbudaya sebagai landasan penciptaan daya saing sosial menuju kemandirian daerah.

Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan

agroindustri

Misi ini bermakna mempersiapkan Kabupaten Timur meningkatkan peran sektor ekonomi

berbasis agribisnis menuju agroindustri secara merata dan berkesinambungan.

Penguatan ketahanan ekonomi ini sebagai landasan penciptaan daya saing ekonomi

menuju kemandirian daerah.

Misi 3: Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata

Misi ini bermakna mempersiapkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dan

terdistribusi secara merata di seluruh kawasan termasuk perdesaan. Penguatan

infrastruktur dasar tersebut sebagai landasan penciptaan daya saing lingkungan menuju

kemandirian daerah.

Misi 4: Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang

lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia

Misi ini juga sebagai landasan penciptaan daya saing lingkungan yang bermakna

mengendalikan pembangunan berwawasan lingkungan dengan menjaga kelestarian dan

keseimbangan ekosistem yang mengacu pada RTRW. Selain itu, misi ini juga ditujukan

untuk menjamin ketersediaan infrastruktur pendukung penguatan peran agribisnis

menuju agroindustri.
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Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi

pada pelayanan publik

Misi ini bermakna sebagai landasan penerapan good government governance yang

mendasari penciptaan daya saing sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, penerapan

good government governance akan mendorong pelayanan prima yang disertai penegakan

supremasi hukum dan hak asasi man usia.

Berdasarkan visi dan misi daerah tersebut maka visi Smart City Kabupaten Kutai Timur

adalah:

"Terwujudnva Kutai Timur Tercinta Yang 8erdaya Saing Dan Mandiri"
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Sambutan
Bupati Kutai Timur

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar

pada perubahan peradaban di masya-rakat. Penerapan

teknologi informasi di setiap lini kehidupan manusia semakin

luas dan berkembang, hal ini mendorong terja-dinya

transformasi digital pada sendi perekonomian dan kehidupan

masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Konsep dan

falsafah Smart City adalah membangun sebuah sistem yang

" terintegrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian,

masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan layanan.

h' II. IS~IL"".-\"J)AR, ," I,. .

Dengan visi Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat kemandirian melalui pembangunan

sektor agribisnis dan agroindustri, maka pembangunan smart city akan mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing daerah.

Sangatta, Oktober 2018
Bupati Kutai Timur,

H. Ismunandar
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Sambutan
Sekretaris Dewan Smart City Kutai Timur

Buku II Masterplan Smart City adalah dokumen perencanaan mengenai jawaban terhadap

masa depan Kabupaten Kutai Timur dalam pemanfaatan teknologi informasi, apa yang

diinginkan (what we want), bagaimana mencapainya (how to get there) dan tantangan apa

saja yang dihadapi (what challenges we have).

Buku II Masterplan Smart City memuat jawaban terhadap pertanyaan tersebut melalui

roadmap (peta jalan) pencapaian cita-cita "Kota Pintar". Masterplan Smart Citytidak hanya

memuat visi pertumbuhan di masa depan, inovasi dan rencana sukses berkelanjutan, namun

juga memuat pembagian peran dan konsensus berbagai pihak untuk mencapai visi Smart

City.

Langkah inisiatif dan kegiatan yang telah berjalan sebelumnya menjadi kekuatan awal yang

memadai, sehingga di dalam Buku II Masterplan Smart City ini memuat rumusan program

kerja jangka pendek (short term), jangka menengah (mid term) dan jangka panjang (long

term) yang harus dijadikan acuan pada dokumen perancanaan SKPDterkait.

Sangatta, Oktober 2018
Sekretaris Dewan Smart City Kutai Timur

Kepala Dinas KOMINFO
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya mendorong perkembangan

Kota dan wilayah. Dengan sumber daya alam yang terbatas, menyebabkan

pengelolaan sebuah kota atau wilayah menjadi semakin kompleks. Perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting bagi

masyarakat dalam suatu kota maupun wilayah. Masyarakat semakin terhubung

dengan beragam sumberdaya dan mampu bermobilisasi secara efektif dan efisien.

Dari sudut pelayanan, sistem yang responsif, efisien dan transparan semakin

diperlukan mengingat interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, sebuah kota maupun

wilayah membutuhkan transformasi yang dapat dibentuk oleh inovasi teknologi.

Smart City merupakan salah satu konsep manajemen wilayah yang mampu

mendorong peran masyarakat dalam pembangunan wilayah. Selain itu, konsep

Smart City juga dapat menciptakan interaksi yang dinamis antara masyarakat

dengan pemerintah daerah. Konsep Smart City tidak terlepas dari pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk memaksimalkan

pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki.

Smart City merupakan konsep yang bertujuan untuk memecahkan masalah

pada suatu wilayah melalui inovasi dan kolaborasi agar dapat menghemat

sumberdaya yang ada. Smart City mendorong keterbukaan dan aksesibilitas

dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Berbagai

pengembangan yang inovatif diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang

ada dan meningkatkan performa pelayanan kota bagi masyarakatnya. Dalam

konsep Smart City, kecerdasan sebuah wilayah tidak hanya mengenai teknologi,
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tetapi seberapa baik teknologi mampu digunakan untuk membantu

menyelesaikan masalah di masa depan.

Pengembangan Smart City tidak terbatas pada kawasan-kawasan tertentu

saja, namun Smart City mencakup pengembangan untuk kawasan perkotaan

maupun kawasan pedesaan. Dengan demikian, sinergi dan integrasi seluruh sektor

pembangunan dapat dilakukan. Pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai

Timur didasarkan pada karakteristik wilayah yang tidak hanya berupa kawasan

perkotaan, namun juga berupa kawasan pedesaan yang menjadi kawasan

dominan. Kabupaten Kutai Timur juga memiliki sumberdaya yang melimpah dan

lokasi wilayah yang strategis, sehingga membutuhkan pengelolaan yang efisien

dan efektif. Di samping itu, dari sisi kelembagaan pemerintahan daerah, sinergitas

antar lembaga pemerintah juga penting untuk dilakukan agar tercapai pelayanan

publik yang semakin prima. Dalam hal ini pengembangan Smart City mampu

menjadi solusi bagi masalah-masalah tersebut serta dapat mendorong munculnya

inovasi cerdas dalam pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan aspek

keberlanjutan.

Penerapan konsep Smart City di Kabupaten Kutai Timur bukan merupakan

tujuan akhir, namun menjadi salah satu proses untuk mewujudkan kawasan yang

nyaman ditinggali oleh masyarakatnya serta mampu merespon tantangan global.

Oleh karena itu, terdapat berbagai aspek kunci sebagai syarat agar Kabupaten

Kutai Timur dapat menjadi wilayah yang cerdas. Mulai dari penyediaan

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal, hingga peningkatan

kualitas sumberdaya manusia.

1.2 Maksud dan Tujuan Masterplan Smart City

Maksud penyusunan masterplan adalah memberikan acuan dan pedoman

kerja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menyusun

perencanaan dan pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur.
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Adapun tujuan dari penyusunan masterplan ini adalah tersusunnya

dokumen perencanaan dan pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur

yang sistematis, logis, kondisional dan realistis guna menciptakan tatanan

pemerintahan yang efektif dan efisien, menciptakan inovasi cerdas pada

pelayanan publik ke segala lapisan masyarakat, dan membantu dalam

pembangunan kota dan wilayah yang lebih berkelanjutan di bidang ekonomi,

sosial, dan lingkungan.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) ;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi

Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5103);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transasksi Elektronik;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

41/PER/M/KOMINFO/ll/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016

tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi

dan Informatika

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

BUKU II MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN KUTAI TIMUR



25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan

Timur 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun

2009 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah

Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);

31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;

1.3 Kerangka Pikir Smart City

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah

mengisyaratkan bahwa salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Kutai

Timur adalah perwujudan Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu kabupaten
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Smart City. Tujuan dari realisasi Smart City adalah menjadikan Kabupaten Kutai

Timur sebagai kawasan layak huni terutama bagi generasi mendatang melalui

optimalisasi enam elemen pembangunan yang cerdas, yaitu cerdas berkehidupan

(smart living), cerdas masyarakat (smart saciety), cerdas tata kelola pemerintahan

(smart governance), cerdas ekonomi (smart economy), cerdas branding (smart

branding), dan cerdas lingkungan (smart environment) dengan tetap

memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
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BAB II
VISI SMART CITY DAERAH

2.1. Visi Kutai Timur Smart City

Visi masterplan Smart City disusun dan disesuaikan dengan dokumen

perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Timur. Dengan demikian visi Smart City ini akan berjalan selaras dengan visi

pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Visi Daerah Kabupaten Kutai Timur

yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu "Terwujudnya Kemandirian Kutai

Timur Melalui Pembangunan Agribsinis dan Agroindustri".

Maksud dari visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus

mampu menjadi kabupaten mandiri dengan keunggulan kompetitif sebagai daya

saing sektor agribisnis dan agroindustri. Pemanfaatan sumberdaya berupa

sumberdaya lokal yang terbarukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari

satuan pemerintahan terendah yaitu desa.

Berdasarkan visi daerah tersebut yang tertuang dalam dokumen RPJMD,

maka Visi Smart City Kabupaten Kutai Timur adalah :

"TERWUJUDNYA KUTAI TIMURTERCINTA YANG BERDAYA SAING DAN MANDIRI"

Berdasarkan visi tersebut diharapkan Kabupaten Kutai Timur Smart City ini

dapat terwujud. Penerapan konsep Smart City yang diharapkan dapat menjadi

solusi dalam permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Kebutuhan

terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik menjadi alasan utama penerapan

Smart City. Manajemen operasional Smart City dilaksanakan dengan

mengintegrasikan semua sektor pembangunan baik di perkotaan maupun di

pedesaan. Program-program inisiatif Smart City yang diintergrasikan ke semua

sektor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan

dapat menyelesaikan masalah kesenjangan pembangunan di perkotaan dan

perdesaan.
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Perumusan misi pembangunan Smart City dikaitkan dengan Misi RPJMD

2016 - 2021 yang menjadi landasan utama dalam perencanaannya. Adapun Misi

RPJMDtersebut adalah :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa

kepada Tuhan yang Maha Esa;

2) Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis

dan Agroindustri;

3) Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang berkualitas secara merata;

4) Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkan Kualitas

Lingkungan yang lebih Baik dan Lebih Sehat bagi Kehidupan Manusia; dan

5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan

Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Berdasarkan Misi RPJMDtersebut di atas, maka ditetapkan Misi Smart City

Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan Tata Kelola

Pemerintahan;

Misi 2: Meningkatkan kualitas SDM pengelola TIK;

Misi 3 : Mendorong penguatan sektor agribisnis dan agroindustri yang berdaya

saing melalui pemanfaatan TIK;

Misi 4: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung bagi

pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur;

Misi 5: Meningkatkan peran dan fungsi pusat kota sebagai Smart City

2.2. Tujuan dan Sasaran Smart City Daerah

Pembangunan Smart City Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk

mendorong dan mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur

baik jangka menengah maupun jangka panjang dengan pemanfaatan TIK.
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Adapun tujuannya sebagai berikut :

1) Meningkatkan kinerja pelayanan publik;

2) Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan;

3) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola TIK;

4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pada pemanfaatan TIK;

5) Meningkatkan aksesibilitas, integrasi sistem dan pemanfaatan sistem

informasi;

6) Meningkatkan pemanfaatan potensi kearifan lokal sebagai penggerak

perekonomian;

7) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan TIK;

8) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan kawasan di pusat kota.

Rumusan sasaran Smart City dari masing-masing rumusan tujuan lebih

lengkap diperlihatkan pada Lampiran A.
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BAB '"
STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

1. Smart Governance

Smart Governance diartikan sebagai tata kelola yang cerdas, dimana

komponen utamanya adalah sistem tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai

institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan. Konteks Smart Governance

memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan

pemberi layanan kepada masyarakat secara cerdas, yaitu dengan dengan

memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah

yang dihadapi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efe kt if,

efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sasaran dari Smart Governance adalah terwujudnya tata kelola dan tata

pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus

melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang

terpadu. Smart Governance harus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur

dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan

(policy).

Tujuan dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tat a

pemerintahan daerah yang efektif, efesien dan komunikatif. Untuk mencapai

tujuan tersebut diperlukan strategi yang efektif sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakanjregulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan

pelabuhan umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi

daerah;

b. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana

tranportasi dan membuat regulasi terkait ekspansi sistem transportasi online;

c. Menyusun regulasi perizinan transportasi dan perdagangan online yang

menjadi kewenangan daerah dan potensi retribusi daerah;
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d. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan prasarana infrastruktur

pendukung bagi implementasi smart city;

e. Melaksanakan sosialisasi tentang falsafah dan penerapan sistem smart city ke

pihak aparatur dan masyarakat;

f. Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur dengan Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif;

g. Membuat kebijakan tentang retribusi di bidang perdagangan dalam rangka

peningkatan penerimaan PAD;

h. Membuat gateway (kerjasama) dengan pemerintah berkaitan dengan

kebijakan sistem berbasis online;

i. Mengembangkan aplikasi sistem perpajakan online;

2. Smart Branding

Elemen kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding

daerah yang cerdas. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam

memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah

dengan mengembankan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Hal

ini dirasa penting karena suatu daerah tidak lagi harus memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya dari potensi lokal yang dimilikinya, tetapi juga harus menarik

partisipasi masyarakat luas untuk ikut mendorong percepatan pembangunan

daerahnya.

Sasaran dari Smart Branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah

dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup

lokal, nasional maupun internasional. Smart Branding memiliki tujuan

meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun

internasional. Adapun rumusan strategi Smart Branding tujuan tersebut adalah :
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a. Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai event, introduksi terhadap

situs-situs budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan

prasarana;

b. Mengoptimalkan aktivitas promosi seni budaya lokal ke berbagai event dan

media;

c. Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui pola

kemitraan dagang antara pengusaha lokal dan nasional;

d. Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk

memperkenalkan dan mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timur secara

online/digital;

3. Smart Economy

Elemen ketiga dari Smart City adalah Smart Economy atau tata kelola

perekonomian yang cerdas. Smart City pada dasarnya dibangun untuk

menciptakan daya saing daerah. Daya saing yang ingin dibangun Kabupaten Kutai

Timur adalah daya saing ekonomi daerah berbasiskan pembangunan agribisnis

dan agroindustri dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang

profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sasaran dari Smart Econnomy adalah terwujudnya ekosistem yang

mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi

unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi.

Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembankan tiga unsur Smart City, yaitu

industri, kesejahteraan masyarakat dan transaksi keuangan. Adapun strategi

Smart City yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat adalah :

a. Meningkatkan PAD dari sektor di luar pertambangan;

b. Mengoptimalkan peluang perdagangan dalam negeri dan ekspor komoditi

Kutai Timur;
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c. Meningkatkan akses pemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan

di Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol;

d. Mengoptimalkan peluang investasi dari luar Kabupaten Kutai Timur untuk

peningkatan peluang penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor industri;

e. Meningkatkan layanan jasa perdagangan dan penyediaan pasar tenaga kerja;

f. Mengoptimalkan peran bisnis di luar Sektor Pertambangan untuk

mengantisipasi munculnya masalah sosial pasca berakhirnya konsesi tambang;

g. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas

dan pariwisata;

4. Smart Uving

Smart Living menjadi salah satu elemen dalam Smart City untuk menjamin

kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat

dinilai dari tiga unsur, yaitu kenyamanan hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan

kelayakan transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam

sebuah Smart City.

Smart Living memiliki tujuan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang

layak tinggal, nyaman dan efesien. Tujuan ini selaras dengan program prioritas

Kabupaten Kutai Timur yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan pengembangan

dan peningkatan infrastruktur dan pengembangan pemukiman dan peru mahan

layak huni. Adapun strategi Smart Living yang mendukung tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatkan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk

pelabuhan dan transportasi darat;

b. Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan

di bidang transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan

sosialisasi;
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c. Meningkatkan diseminasi informasi tentang kewaspadaan dan pencegahan

bahaya narkoba melalui aplikasi smart city yang dapat diakses oleh semua

lapisan masyarakat;

5. Smart Society

Smart Society merupakan dimensi yang banyak membahas tentang

manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi

antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik

dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi

antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi tek-

nologi informatika.

Sasaran dari Smart Society dalam Smart City adalah terwujudnya ekosistem

sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dina rnis, baik fisik maupun virtual

untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan

digital literacy yang tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan

pengembangan tiga unsur di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga

(community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security).

Strategi pembangunan pada elemen Smart Society bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang humanis dan dinamis, adapun strategi

Smart City yang mendukung tujuan tersebut adalah :

a. Peningkatan pemanfaatan prasarana ICT dalam rangka penerapan konsep

smart city;

b. Peningkatan pemanfaatan jaringan fiber optic eksisting untuk pengembangan

teknologi digital berbasis komunitas, pembelajaran dan keamanan.

6. Smart Environment

Elemen keenam Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang cerdas.

Maksud dari cerdas adalah adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah
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terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan kota. Ide dasar dari Smart

Environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang

Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Tujuan Smart Environment adalah me-wujudkan tata kelola lingkungan

hidup yang baik dan berkelanjutan, melalui strategi sebagai berikut :

a. Revitalisasi dan pemanfaatan lahan pasca tam bang untuk kegiatan pertanian

jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

b. Meningkatkan inovasi teknologi bioenergi dan pemanfaatan limbah pertanian

sebagai sumber energi alternatif (green energy).
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BAB III
RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH

3.1. Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City Daerah

A. Aspek Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke

waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan pilihan strategi rasional

agar memiliki fokus dan orientasinya sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan kebijakan yang disusun harus berfokus dan berorientasi pada 6 (enam)

elemen Smart City agar dapat menentukan langkah-Iangkah aksi yang terarah

berupa program dan kegiatan di setiap elemen tersebut. Kebijakan yang dibangun

diarahkan mendukung tahap pengembangan kelembagaan, tahapan digitalisasi

dan transformasi digital, serta tahapan integrasi. Ketiga tahapan ini akan menjadi

panduan pada road map pengembangan Smart City.

Agar terjadi keselarasan perencanaan, maka relasi antara RPJPD,RPJMD

dan Masterplan Smart City harus terjaga konsistensinya. Secara umum relasi

antara ketiga dokumen perencanaan tersebut diperlihatkan sebagai berkut :

Terwujudnya SmatlCilyKutlifll11UfTercinla Yang Benlaya Saing Dan Marnliri
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Gambar 1. Hubungan vlsl dari RPJPD,RPJMD dan Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Timur
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Pada Gambar 1 dan 2, keterkaitan atau relasi antara RPJPD,RPJMD dan

Masterplan Smart City Kutai Timur memiliki konsistensi yang balk, dengan

demikian dokumen masterplan ini memiliki keselarasan antara visi, misi dan

tujuan dengan dokumen perencanaan induk lainnya yaitu RPJPDdan RPJMD.

Rumusan arah kebijakan diderivasi lebih lanjut dari Masterplan Smart City

Kutai Timur pada setiap elemen Smart City. Rumusan strategi merupakan hasil

dari Forum Group Discussion (FGD)dari pihak-pihak yangterlibat yang diolah lebih

lanjut dari analisa SWOT. Adapun rumusan arah kebijakan diperlihatkan sebagai

berikut:
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Adapun rencana aksi pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city

memuat kegiatan indikatif yang mendukung ke arah dukungan kebijakan dan

penguatan kelembagaan smart city. Kegiatan indikatif pengembangan kebijakan

dan kelembagaan smart city disajikan pada table sebagai berikut :
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B. Aspek Kelembagaan

Di dalam melaksanaan fungsi pengelolaan ekosistem Smart City Kabupaten

Kutai Timur, Dinas Kominfo telah menetapkan perangkat pendukung yang

dibutuhkan, yaitu :

1. Dewan Smart City;

2. Tim Pelaksana Smart City;

3. Forum Smart City;

Dewan Smart City

a. Kedudukan Dewan Smart City

Dewan Smart City dipilih oleh Kepala Daerah dan disahkan melalui Peraturan

Kepala Daerah dan berlaku selama lima tahun. Sedangkan dalam pelaksanaan

kegiatan dan operasionalnya, Dewan ini dibiayai oleh APBD atau alternatif

pembiayaan dari pihak ketiga lainnya.

b. Kewenangan Dewan Smart City

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan ini memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan standar pelayanan Smart City;

2. melakukan supervisi, pengawasaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan Smart City;

3. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana

kerja dan inisiatif strategis Teknologi Informasi dalam Smart City;

4. membentuk tim penasehat/pakar sesuai kebutuhan;

5. menghadirkan personil di luar anggota komite sesuai kebutuhan;

6. melaksanakan kajian dan penelitian dalam rangka percepatan

pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Smart City di daerah;
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c. Tugas & Fungsi Dewan Smart City

1. Mengawal rencana strategis TIK agar sesuai dengan rencana strategis

kegiatan operasional pemerintahan dalam memberikan rekomendasi.

Dewan ini hendaknya memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas;

2. Mengawal rencana pelaksanaan (road map) untuk mencapai kebutuhan

teknologi informasi yang mendukung strategi dan operasional sistem

pemerintahan. Road map terdiri dari kondisi eksisting (current state),

kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-Iangkah yang akan

dilakukan untuk mencapai future state;

3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan prosedurteknologi informasi

teruutama kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen

risiko terkait penggunaan teknologi informasi di pemerintahan;

4. Menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang berdampak

signifikan terhadap operasional sistem pemerintahan;

5. Melengkapi rekomendasi dengan hasil anal isis dari proyek-proyek

teknologi informasi yang utama sehingga memungkinkan pimpinan

mengambil keputusan yang efektif dan efisien;

6. Menetapkan kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem

informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan operasional

pemerintahan;

7. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pemanfaatan teknologi

informasi dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi

hambatan operasional, mengukur efektivitas teknologi informasi, serta

efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.

d. Struktur dan Elemen Dewan Smart City

Eksistensi Dewan Smart City merupakan wujud kerjasama multi sektor dan multi

elemen daerah yaitu unsur-unsur yang terdiri dari :
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1. Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh Unsur Pimpinan Daerah (Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah) sebagai Ketua

Dewan Smart City;

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris Dewan Smart

City Daerah;

3. Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (SKPD) lain yang terkait sebagai

anggota;

4. Pakar Smart City dari kalangan akademisi yang berasal dari perguruan

tinggi/swasta setempat atau luar daerah sebagai anggota;

5. Dewan Smart City dapat berjumlah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Mekanisme pemilihan Dewan Smart City akan dijelaskan lebih lanjut di

bagian selanjutnya dari Panduan ini. Sekretariat Dewan Smart City

berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah.

Tim Pelaksana Smart City

Tim Pelaksana Smart City merupakan lembaga multi sektor di dalam Pemerintah

Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan

program dan kegiatan Smart City di daerah. Tim Pelaksana Smart City menjamin

sinkronisasi antara Masterplan (Rencana Induk) Smart City dengan program dan

kegiatan pembangunan pada dokumen RPJPD} RPJMD} Renstra SKPD} RKPD}

maupun Renja SKPD.

a. Kedudukan Tim Pelaksana Smart City

Tim Pelaksana Smart City dipilih oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagai Sekretaris Dewan Smart City sekaligus penanggung jawab pengelola

ekosistem Smart City di daerah. Keanggotaan Tim ini disahkan melalui Surat

Keputusan Kepala Dinas Kornlnfo, dan berlaku selama satu tahun. Anggota Tim
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Pelaksana Smart City dapat memperoleh honorarium dari Anggaran Dinas

Kominfo.

b. Kewenangan Tim Pelaksana Smart City

Dalam menjalankan fungsinya, Tim Pelaksana Smart City memiliki kewenangan

sebagai berikut:

1. mengusulkan program dan kegiatan Smart City pada RKPDdan Renja SKPD

di setiap SKPD;

2. mengusulkan pagu anggaran kegiatan Smart City di dalam KUA-PPAS

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

c. Tugas dan Kewajiban Tim Pelaksana Smart City

1. Menjamin sinkronisasi antara program dan kegiatan Smart City di dalam

Masterplan (Rencana Induk) Smart City dengan program dan kegiatan

pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik

RPJPD,RPJMD, Renstra SKPD,RKPD,dan Renja SKPD;

2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan Smart City di Daerah;

3. Melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Smart City

kepada Kepala Daerah dan Dewan Smart City;

4. Menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan Smart City;

5. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan TAPD terkait perencanaan dan

penganggaran program dan kegiatan Smart City di daerah;

6. Melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan Smart City terkait

program dan kegiatan prioritas Smart City.

d. Struktur Tim Pelaksana Smart City

Tim Pelaksana Smart City merupakan lembaga pemerintah daerah multi-sektor

yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan

program dan kegiatan Smart City di daerah. Tim ini dipimpin oleh pejabat
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setingkat kepala dinas (eselon II) di daerah dan beranggotakan setidaknya pejabat

setingkat Kepala Bidang!Bagian (eselon III) yang berasal dari SKPDyang terkait

dengan pelaksanaan Smart City. Struktur Tim ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai Ketua Tim;

2. Kepala Bidang di Dinas Kominfo yang menjalankan fungsi mengelola

ekosistem Smart City di daerah, sebagai sekretaris;

3. Kepala Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Kepala Bidang di SKPD(Dinas/Badan/Kantor) lainnya yang terkait dengan

pelaksanaan Smart City di daerah;

5. Anggota tim ini dapat berjumlah sebanyak yang dibutuhkan oleh

pemerintah daerah. Sedangkan Sekretariat tim berkedudukan di Kantor

Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah.

Forum Pendukung Smart City

Forum-forum pendukung Smart City di daerah dapat berpartisipasi dan

mengakomodir kepentingan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan Smart City.

Forum ini dapat dikembangkan melalui inisiatif pemerintah maupun inisiatifwarga

masyarakat, namun harus dikelola secara partisipatif oleh pemerintah memiliki

sinergi dengan pelaksanaan program dan kegiatan Smart City. Forum ini dapat

dikelola oleh SKPDsesuai dengan sektor dan bidangnya. Beberapa contoh forum

yang terdapat di tingkat lokal dan dapat diberdayakan untuk mendukung

pelaksanaan Smart City antara lain:

1. Forum Kota Sehat;

2. Forum Seni dan Budaya;

3. Komunitas Pengembang Piranti Lunak;

4. Komunitas Pecinta Sejarah;

5. Komunitas Kampung Hijau;

6. Forum Kota Layak Anak;
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7. Komunitas Pecinta Karst Sangkulirang;

8. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beraga;

9. Forum Pemerhati Lalu Lintas;

10. Forum Multi Stake Holder - Corporate Social Responbility

11. Forum Adat Besar, dan lain-lain.

3.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

Dukungan infrastruktur yang memadai akan mendorong terbangunnya smart

city untuk berkembang secara berkesinambungan. Program dan kegiatan yang

mengarah pada penguatan dukungan terhadap pengembangan smart city

memerlukan keterlibatan dan komitmen dari berbagai pihak. Uraian program dan

kegiatan beserta indikatornya menjadi acuan bagi setiap pihak yang terlibat

disajikan pada table 3.
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3.3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat Lunak

Pendukung Smart City

Dalam horizon waktu perencanaan, pengembangan aplikasi dan perangkat

lunak akan bersifat dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan

aktual. Dengan demikian, siklus waktu hid up pengembangan aplikasi akan terus

berjalan. Formulasi program dan kegiatan sebagai pemicu dibangun untuk

menjamin kesinambungan tersebut.

label 4. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat
Lunak Pendukung Smart City

No Ke~atan Rencana Aksi Sa saran Jenis Rencana Aksi Indikator Keberhasilan OPO Penaggung Jawab Tahun

1 lPenyusuran Sistem JlI11lah sistem informasi altai- Sekretariat 2019-2023 (5 Tahun) I
lnformasi terhadap Di~tal layaran poolik yang dibangun Kabupaten I
layanan Publik

I

I
2 IPengembangan Data Base J\I1llah KTP yang diterbitkan Disduk (apil 2019 I

IKependudLi<an (Perekaman Di~tal I
IE-KTP) Meningkatnya kualitas I

311mPIementasi Sistem layanan publik Jumlah unit sarana dan Disduk (apil 2019

Iinfonnasi Kependudukan prasarana sistem yang I

Digital
I
I

I(membangun, updati ng dan disediakan I
lpemeliharaan) I

I

41Penerbitan Akte Secara JlI11lah jenis akte yang Disdli< Capil 2019

l°nline
Di~tal

diterbitkan

BUKU II MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN KUTAI TIMUR
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3.4. Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah

Penyebarluasan tentang hakikat dan filosofi smart city diharapkan tertanam

di benak setiap kalangan. Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan setiap

potensi yang dimiliki sebagai bagian dari elemen smart perlu diberikan penguatan

agar mampu berdaya guna (per/orm), tangkas (agile) dan lebih adaptif (adaptive).

Tabel 5. Rencana Kegiatan Penguatan literasi Smart City Kab. Kutai Timur

No Kegiatan Rencana Aksi Sasaran Jenis Rencana Aksi Indikator Keberhasilan OPO Penaggung Jawab Tahun
1 Pelatihan Pemanfaatan TlK !Jumlah lIlit sarana layanan Dinas Perpustakaan dan 2019

Meningkatnya kuatitas I
dalam Sistem Pengelolaan

layanan pootik
Non Digital jinfOrmasi yang disediakan Kearsipan

Arsip
2 Pelatihan SDMdalam

Meningkatnya kualitas IJ..., SDMY"'!~" Dinas Kominfo 2018 -2020 (3 Tahun)
Bidang Komlllikasi dan Non Di~tal diklat teknis
Informatika

pengelolaan TlK ,
I

3 etatlhan Pengotahan dan iJumtah informasl permmtaan IDmas Pertanlan IZ019-Z!Tl1 (3 lahoo)
Interpretasi Data Non Di~tal ipasar yang diolah Idikelola

I

Permintaan Pasar I
I
I

4 Sosiatisasi dan iJumlah kelOfl1lok nelayan Dinas Kelautan dan 2019-2023 (5 Tahoo)
Pendampingan Kelompok iyang didampingi Perikanan
Nelayan dalam

Non Di~tal

Pemanfaatan TlK I
i

5 Sosiatisasi Pemanfaatan
Meningkatnya

Jumlah aptikasi yang dibanglll Disperindag 2019 (1 Tahun)
Informasi Pantauan Harga

kesejahteraan ekonomi
Non Di~tal

lokal masyarakat
kepada Masyarakat i

6 PenyulltJan dan IJumlah lIlit keluarga yang DPPKB 2019-2023 (5 Tahun)
Pengembangan Keluarga Non Di~tal Idibina
Sejahtera

7 Sosiatisasi Prosedur iJumlah ifTllestor berskala DPMPTSP 2019-2020 (2 Tahlll)
Perijinan kepada Non Di~tal Inasional (PMlNIPMA)
Masyarakat

I
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Lanjutan Tabel 5. Rencana Literasi Smart City Kab. Kutai Timur (Ianjutan)

No Kegiatan Rencana Aksi Sasaran Jenis Rencana Aksi Indikator Keberhasilan GPO Penaggung Jawab Tahun
8 Sosiiiisasi Pernanfaatan IMeningkatnya persentase JllT1lah lIlit UMKMyang Dinas Koperasi 20i9·2023 (5 Tatllm)

UMKMCenter I PI>D
Non Digital

dipromosikan
9 Sosiaisasi Pemanfaatan I Jumlah Kelompok Informasi Dinas Kominfo 2019·2021 (3 Tahun)

llK bagi Masyarakat I 6erkembangrlfa
Non Digital Masyarakat (KIM)yang

pemanfaatan tekrologi
terbentuk

10 Sosialisasi Pemanfaatan JllT1lah aplikasi Isistem Dinas Kominfo i 2019·2023 (5 Tahun)
informasi

ISSID bagi Non Digital informasi yang dikembangkan
OPD/SKPD/Lembaga I

11 Pelatihan Manajemen JllT1lah jenis dan paket wisata Dinas Pariwisata 2019 (1 Tahun)
Kepariwisataan Non Digital rnggulan yang disediakill

6erkembangnya promosi
12 Pelatihan Pemanfaatan llK Persentase P.bD sektor Dinas Pariwisata 2019· 2020 (2 Tahun)

dalam Tourism Industry
budaya dan pariwisata

pariwisata
Non Digital

13 Sosialisasi Pemanfaatan Meningkatnya Kualitas JllT1lah Sistem Informasi yang Dinas Pendidikan
I

2019 (1 Tahlll)
Digital Letrning layanan Pendidikan Non Digital dibang\J1 I

I
14 Sosiaisasi ISeminar Rasio KDRT Dinas Pemberdayaan 2019· 2023 (5 Tahun)

Pertindrngan Perempuan
Meningkatkan

Non Digital Perempuan dan PA
dan Mal<

pemerUlan
15 PenyWiljj] dan Pembinaan JllT1lah Kamprng Keluarga DPPKB i 2019·2023 (5 Tahun)

Penganmamaan Gender
Pembernkan Kampung I dan hak anak Non Digital

Berenc<m (KB)
Keluarga Berencana (KB) i

I
i

16 Sosialisasi /Penyliti1an ! MeningkaIDya JLmlah peserta masyarakat Dinas Pertanahan dan 12019.2023 (5 Tahun)
tti<Lm Pertanahanl Agraria I pengendalian dan Non Digital yang mengikuti penyWtljj] Penataan Ruang

I pernanfaatan ruang HltLm Pertanahan
17 Sosialisasi Kesiapsiagaan Meningkatnya JllT1lah pertemuan sosialisasi BPBD 2019· 2023 (5 Tahun)

Penanggulalgan Bencana pengetahuan tentang
Non Digital

kesi~iagaan penanggliangan
Daerah kesiapsiagaan bencana

penanggliangan bencana
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3.5. Peta Jalan (Road Map) Pembangunan Smart City Daerah

Peta Jalan (road map) pada setiap periodisasi pengembangan Smart City

daerah memuat pencapaian tujuan yang berkorelasi dengan waktu perencanaan.

Peta Jalan akan menjadi panduan utama bagi setiap institusi yang terlibat dalam

rangka melaksanakan rencana aksi (Gambar 1).

Agar panduan tersebut mengarahkan pada jalur langkah yang jelas, maka

ditetapkan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan pihak-pihak pemangku tanggung

jawab (Lampiran A). Proyeksi penetapan anggaran bersifat indikatifyang suatu saat

menyesuaikan dengan potensi ketersediaan anggaran pada tahun pelaksanaan.

Mengintegrasikon Sistem lnformasi sekuruh SKPDterkaitlayanon publik

Membangun Siste rn Informosi Leyanah Pengoduan
Mosyarakat

Menyiopkan SDM Pengelolo TlK

Membangun dan Mengembongkan Aplikasi.
Integrosi Aphko!>i Loyanan

Pe nve diaon Infrastruktu. TlKse-Kobupoten Kufim

Prorno sl budoyo. ve ni dan poriwi\oto
melolui pemanfoaton TlK

Integro:)i Aphkosi Loyanan SektorSwosto dan PubHk
gune Peningkaton Ete ale rrsi don Etekfifito.s.Pemontooton
T1K

Memberikon Informasi Kuohtos lengkungan melalui Pemonfaotan ilK. Melaksonakon
Pemontauon Kuohtas-lIngkungan sec ore Kontinyu

Gambar 3. Smart City Development Timeline Kabupaten Kutai Timur
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2022 l
2019 - 2021

Pemngkatan
Pertuml:l~,1ld n

Ekonomi sextor
ung9u1anKeterse(Jiaan I

Inlrastrulo:tur TIK I•

•
COTHJnIJOUS

Impt'Ovemellt
Penmgkalan
Kual!lasSOM

Gambar 4. Peta Jalan (Road Map) Smart City Kabupaten Kutai Timur
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BAB VI
PENUTUP

Buku II Masterplan smart city Kabupaten Kutai Timur berisi uraian tentang

hubungan antara visi dan misi Kabupaten Kutai Timur dengan visi dan misi smart

city Kabupaten Kutai Timur. Secara normatif, alur penyusunan masterplan smart

city mengikuti kaidah-kaidah dalam perencanaan sebagaimana diamanatkan pada

Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017. Secara garis besar masterplan smart city

Kabupaten Kutai Timur memuat unsur sebagai berikut:

Gambar 5. Unsur-unsur Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Timur

Beberapa aspek yang menjadi perhatian khusus pada masterplan smart city

meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengembangan aplikasi

dan perangkat lunak serta literasi smart city akan menjadi bagian dari Rencana

Strategis dan Rencana Kerja SKPD. Program dan kegiatan ini harus disisipkan

BUKU II MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN KUTAI TIMUR



ke dalam dokumen perencanaan SKPD tersebut sebagai bentuk

tanggungjawab terhadap bidang tugas dan komitmen dalam membangun

smart city;

2. Indikator sasaran dan indikator kegiatan akan menjadi acuan untuk

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap progress

pembangunan smart city Kabupaten Kutai Timur;

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur

sebagai unsur perencana daerah harus memandu SKPDterkait agar mengikuti

road map yang telah disusun pada Buku II Masterplan smart city ini.

Masterplan smart city Kabupaten Kutai Timur ini masih jauh dari

kesempurnaan, sehingga masukan, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai

pihak mutlak diperlukan untuk penyempurnaannya. Demikian seluruh uraian

Masterplan smart city Kabupaten Kutai Tlmur disajikan, agar dapat dipergunakan

sebagai mana mestinya.
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LAMPIRAN
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EXECUTIVE SUMARY MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

I. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya mendorong perkembangan Kota

dan wilayah. Dengan sumber daya alam yang terbatas, menyebabkan pengelolaan

sebuah kota atau wilayah menjadi semakin

kompleks. Perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi memiliki peranan yang sangat

penting bagi masyarakat dalam suatu kota

maupun wilayah. Masyarakat semakin

terhubung dengan beragam sumberdaya

dan mampu bermobilisasi secara efektif dan

efisien. Dari sudut pelayanan, sistem yang

responsif, efisien dan transparan semakin diperlukan mengingat interaksi dan komunikasi

antara pemerintah dan masyarakat telah mengalami perubahan. Oleh karena itu,

sebuah kota maupun wilayah membutuhkan transformasi yang dapat dibentuk oleh

inovasi teknologi.

Smart City merupakan salah satu konsep manajemen wilayah yang mampu

mendorong peran masyarakat dalam pembangunan wilayah. Selain itu, konsep Smart

City juga dapat menciptakan interaksi yang dinamis antara masyarakat dengan

pemerintah daerah. Konsep Smart City tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK)yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan

pengembangan sumber daya yang dimiliki.

Smart City merupakan konsep yang bertujuan untuk memecahkan masalah

pada suatu wilayah melalui inovasi dan kolaborasi agar dapat menghemat sumberdaya

yang ada. Smart City mendorong keterbukaan dan aksesibilitas dengan melibatkan

masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Berbagai pengembangan yang

inovatif diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan meningkatkan

performa pelayanan kota bagi masyarakatnya. Dalam konsep Smart City, kecerdasan

Buku III. Executive Summary Masterplan ( 1 )1- S_m_a_rt_C_i_,ty:....K_a_b_u-'-p_a_te_n_K_u_t_a_iT_i_m_u_r



sebuah wilayah tidak hanya mengenai teknologi, tetapi seberapa baik teknologi

mampu digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masa depan.

Pengembangan Smart City tidak terbatas pada kawasan-kawasan tertentu saja.

Berbeda dengan konsep Smart City yang penerapannya lebih dominan pada kawasan

perkotaan, Smart City mencakup kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan.

Dengan demikian, sinergi dan integrasi seluruh sektor pembangunan dapat dilakukan.

Pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai Timur didasarkan pad a karakteristik

wilayah yang tidak hanya berupa kawasan perkotaan, namun juga berupa kawasan

pedesaan yang menjadi kawasan dominan. Kabupaten Kutai Timur juga memiliki

sumberdaya yang melimpah dan lokasi wilayah yang strategis,sehingga membutuhkan

pengelolaan yang efisien dan efektif. Di samping itu. dari sisi kelembagaan

pemerintahan daerah, sinergitas antar lembaga pemerintah juga penting untuk

dilakukan agar tercapai pelayanan publik yang semakin prima. Dalam hal ini

pengembangan Smart City mampu menjadi solusibagi masalah-masalah tersebut serta

dapat mendorong munculnya inovasi cerdas dalam pengembangan wilayah dengan

tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Penerapan konsep Smart City di Kabupaten Kutai Timurbukan merupakan tujuan

akhir, namun menjadi salah satu proses untuk mewujudkan kawasan yang nyaman

ditinggali oleh masyarakatnya serta mampu merespon tantangan global. Oleh karena

itu. terdapat berbagai aspek kunci sebagai syarat agar Kabupaten Kutai Timur dapat

menjadi wilayah yang cerdas. Mulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi yang hondol. hingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

II. Visi Smart City Daerah

Visi masterplan Smart City disusun dan disesuaikan dengan dokumen

perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Timur. Dengan demikian visi Smart City ini akan berjolcn selaras dengan visi

pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Visi Kutai Timur yang telah ditetapkan

dalam RPJMD yaitu "Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan

Agribsinisdan Agroindustri".
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Maksud dari visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus mampu

menjadi kabupaten mandiri dengan keunggulan kompetitif sebagai daya saing sektor

agribisnis dan agroindustri. Pemanfaatan sumberdaya berupa sumberdaya lokal yang

terbarukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari satuan pemerintahan terendah

yaitu desa.

Berdasarkan visi daerah tersebut yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka

VisiSmart City Kabupaten Kutai Timur adalah :

"TERWUJUDNYA KUTAI TlMUR TERCINTA YANG BERDAYA SAING DAN MANDIRI"

Berdasarkan visi tersebut diharapkan Kabupaten Kutai Timur Smart City ini dapat

terwujud. Penerapan konsep Smart City yang diharapkan dapat menjadi solusidalam

permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Kebutuhan terhadap

pelayanan masyarakat yang lebih baik menjadi alasan utama penerapan Smart City.

Manajemen operasional Smart City dilaksanakan dengan mengintegrasikan semua

sektor pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program-program inisiatif

Smart City yang diintergrasikan ke semua sektor melalui pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK)diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesenjangan

pembangunan di perkotaan dan perdesaan.

Perumusan misi pembangunan Smart City dikaitkan dengan Misi RPJMD 2016 -

2021 yang menjadi landasan utama dalam perencanaannya. Adapun Misi RPJMD

tersebut adalah:

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada

Tuhan yang Maha Esa;

2) Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan

Agroindustri;

3) Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang berkualitas secara merata;

4) Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan

yang lebih Baik dan Lebih Sehat bagi Kehidupan Manusia; dan

5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang ProfesionaL Kredibel dan Berorientasi

pada Pelayanan Publik.
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Berdasorkan misi RPJMD tersebut di atas, maka ditetapkan misi Smart City

Kabupaten Kutai Timursebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan Toto Kelola

Pemerintahan;

Misi 2: Meningkatkan kualitas SDMpengelola TIK;

Misi 3 : Mendorong penguatan sektor agribisnis dan agroindustri yang berdaya

saing melalui pemanfaatan TIK;

Misi 4 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung bagi

pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur;

Misi 5 : Meningkatkan peron dan fungsi pusat kota sebagai Smart City

III. Strategi Pembangunan Smart City Daerah

A. Smart Governance

Smart Governance diartikan sebagai toto kelola yang cerdas, dimana komponen

utamanya adalah sistem toto kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang

mengendalikan sendi-sendi kehidupan. Konteks Smart Governance memberikan

tekanan pada peningkatan peron pemerintah sebagai pengayom dan pemberi

layanan kepada masyorakat secora cerdas, yaitu dengan dengan memaksimalkan

potensi yang meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi sehingga

menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien. komunikatif dan selalu

melakukan perbaikan secora berkelanjutan.

Sasoran dori Smart Governance adalah terwujudnya tata kelola dan tata

pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan

peningkatan kinerjc birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart

Governance horus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelolo.

yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy).
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Tujuan dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelolo dan tata

pemerintahan daerah yang efektif, efesien dan komunikatif. Untuk mencapai tujuan

tersebut diperlukan strategi yang efektif sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan pelabuhan

umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi daerah;

2. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana

tranportasi dan membuat regulasi terkait ekspansi sistemtransportasi online;

3. Menyusun regulasi

perizinan transportasi dan

perdagangan online yang

menjadi kewenangan daerah

dan potensi retribusi daerah;

4. Meningkatkan dukungan

terhadap pembangunan

prasarana

pendukung

infrastruktur

bagi

implementasi smart city;

5. Melaksanakan sosialisasi

tentang falsafah dan penerapan sistem smart city ke pihak aparatur dan

masyarakat;

6. Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

dengan Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif;

7. Membuat kebijakan tentang retribusi di bidang perdagangan dalam rangka

peningkatan penerimaan PAD;

8. Membuat gateway (kerjasama) dengan pemerintah berkaitan dengan kebijakan

sistem berbasis online;

9. Mengembangkan aplikasi sistem perpajakan online;

B. Smart Branding

Elemen kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah

yang cerdas. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam
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mendorong

daerahnya.

Sasaran dari Smart Branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah

memasarkan daerahnya sehingga mampu

meningkatkan daya saing daerah dengan

mengembankan tiga elemen, yaitu pariwisata,

bisnis, dan wajah kota. Hal ini dirasa penting

karena suatu daerah tidak lagi harusmemenuhi

kebutuhan-kebutuhannya dari potensi lokal

yang dimilikinya, tetapi juga harus menarik

partisipasi masyarakat luas untuk ikut

percepatan pembangunan

dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokol.

nasional maupun internasional. Smart Branding memiliki tujuan meningkatnya daya

saing daerah dalam lingkup lokol. nasional maupun internasional.

Adapun rumusan strategi Smart Branding tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai event, introduksi terhadap situs-situs

budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana;

2. Mengoptimalkan aktivitas promosi seni budaya lokal ke berbagai event dan media;

3. Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui polo kemitraan

dagang antara pengusaha lokal dan nasional;

4. Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk memperkenalkan dan

mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timursecara online/digital;

c. Smarl Economy

Elemen ketiga dari Smart City adalah Smart Economy atau tat a kelola

perekonomian yang cerdas. Smart City pada dasarnya dibangun untuk menciptakan

daya saing daerah. Daya saing yang ingin dibangun Kabupaten Kutai Timur adalah

daya saing ekonomi daerah berbasiskan pembangunan agribisnis dan agroindustri

dengan mengedepankan tata kelolo pemerintahan yang profesionaL kredibel dan

berorientasi pad a pelayanan publik.
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Sasaran dari Smart Econnomy adalah

terwujudnya ekosistem yang mendukung

aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras

dengan sektor ekonomi unggulan daerah

yang adaptif terhadap perubahan yang

terjadi di era informasi. Sasaran tersebut

diwujudkan dengan mengembankan tiga

unsur Smart City, yaitu industri, kesejahteraan

masyarakat dan transaksi keuangan.

Adapun strategi Smart City yang mendukung

aktititas ekonomi masyarakat adalah :

1. Meningkatkan PADdari sektor di luar pertambangan;

2. Mengoptimalkan peluang perdagangan dalam negeri dan ekspor komoditi Kutai

Timur;

3. Meningkatkan aksespemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan di

Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol;

4. Mengoptimalkan peluang investasi dari luar Kabupaten Kutai Timur untuk

peningkatan peluang penyerapan tenaga kerjo pada berbagai sektor industri;

5. Meningkatkan layanan jasa perdagangan dan penyediaan pasar tenaga kerja;

6. Mengoptimalkan peran bisnisdi luar Sektor Pertambangan untuk mengantisipasi

munculnya masalah sosialpasca berakhirnya konsesitambang;

7. Mendorong terciptanya lapangan kerjo baru di sektor pertanian dalam arti luas

dan pariwisata;

D. Smart Living

Smart Living menjadi salah satu elemen dalam Smart City untuk menjamin

kelayakan tarat hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai

dari tiga unsur,yaitu kenyamanan hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan

transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City.
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Smart Living memiliki tujuan mewujudkan Iing-

kungan tempat tinggal yang layak tinggal,

nyaman dan efesien. Tujuan ini selaras

dengan program prioritas Kabupaten Kutai

Timur yaitu meningkatnya derajat kesehatan

dan pengembangan dan peningkatan

infrastruktur dan pengembangan pemukiman

dan peru mahan layak huni. Adapun strategi

Smart Living yang mendukung tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk

pelabuhan dan transportasi darat;

2. Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan di

bidang transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan sosialisasi;

3. Meningkatkan diseminasi informasi tentang kewaspadaan dan pencegahan

bahaya narkoba melalui aplikasi smart city yang dapat diakses oleh semua lapisan

masyarakat;

E. Smart Society

Smart Society merupakan dimensi

yang banyak membahas tentang

manusia sebagai unsur utama sebuah

kota. Didalam sebuah Smart City, interaksi

antar manusia telah bergerak menuju

ekosistem sosio-teknisdi mana dimensi fisik

dan virtual dari kehidupan warga kota

semakin terjalin secara intensif. Interaksi

antar-warga terjolin dengan semakin kuat

dan tanpa sekat dengan mediasi tek-

nologi informatika.

Sasaran dari Smart Society dalam Smart City adalah terwujudnya ekosistem sosio-

teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisikmaupun virtual untuk terciptanya
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masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang

tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga

unsur di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga (community), ekosistem

pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security).

strategi pembangunan pada elemen Smart Society bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat Kutai Timur yang humanis dan dinamis, ada pun strategi Smart City yang

mendukung tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan pemanfaatan prasarana leT dalam rangka penerapan konsep smart

city;

2. Peningkatan pemanfaatan jaringan fiber optic eksisting untuk pengembangan teknologi

digital berbasis komunitas, pembelajaran dan keamanan

F. Smart Environment

Elemen keenam Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang cerdas. Maksud

dari cerdas adalah adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap

lingkungan hidup dalam pembangunan kota .Ide dasar dari Smart Environment di dalam

Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal

tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan

elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Tujuan Smart Environment adalah me-wujudkan toto kelola lingkungan hidup

yang baik dan berkelanjutan, melalui strategi sebagai berikut :

1. Revitalisasi dan pemanfaatan lahan pasco tambang untuk kegiatan pertanian

jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

2. Meningkatkan inovasi teknologi bioenergi dan pemanfaatan limbah pertanian

sebagai sumber energi alternatif (green energy).
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IV. Peta Jalan Smart City

Peta Jalan (road map) pada setiap periodisasi pengembangan Smart City

daerah memuat pencapaian tujuan yang berkorelasi dengan waktu perencanaan.

Peta Jalan akan menjadi panduan utama bagi setiap institusi yang terlibat dalam

rangka melaksanakan rencana aksi.
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